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ABSTRAK

Nama : Abdul Rahim Arifin

Program Studi : M agister Kenotariatan

Judul : KONOSEMEN SEBAGAI OBYEK JAMINAN GADAI
DAN FIDUS A

Perdagangan internasional tidak terlepaskan dari peran pengangkutan laut.
Konosemen sebagai surat angkut juga mempunya fungsi sebagai surat berharga,
diterbitkan daam dua lembaran yang dapat diperdagangkan, satu lembaran
dipegang oleh Pengrim (Penjual) dan satu lembaran lainnya dipegang oleh
Penerima (Pembeli). Konosemen yang berada di tangan Penerima mempuny ai
fungsi tuntutan penyerahan sgumlah barang (transferable), sedangkan yang
berada di tangan Pengrim mempunyai fungsi tuntutan peny erahan sgumlah uang
sebaga pembayaran aas barang-barang yang telah dikirimnya (negotiable).
K edua K onosemen ini dapat dijaminkan sebagai benda bergerak menurut undang-
undang, namun dalam tesis ini pembahasan dibatasi pada Konosemen yang
negotiabl e sga

Katakunci:
K onosemen, jaminan.

ABSTRACT
Name : ~ ABDUL RAHIM ARIFIN
Sudy Progan : Magster Kenotariatan
Title . BILLS OF LADING AS OBJECT OF PLEDGE AND

FIDUCIARY TRANSFER OF OWNERSHIP FOR
SECURITY PURPOSE

Internationd trade is inseparable from admiraty. Being freight documents, Bills
of Lading, can aso function as negotiable instruments when Bills of Lading are
issued in two origind sets which are transferable and negotiabl e, to be held by the
consignee and the consignor. As regards its transferability and negotiability, bath
terms have different legal meanings. Transferable Bills of Lading, which areto be
held by the Consignee (Buyer), entitle the holder to demand the delivery of the
goods from the Carrier, whereas negotiabl e Bills of Lading, which are to be held
by the Consignor (Sdler), entitle the holder to demand pay ment from the Letters
of Credit issued by the Consignee' s banks (Issuing Bank jointly and severally
with Confirming Bank and Paying Bank) when those two ingruments, together
with ather documents ancillary therdo, come to be negotiated. Notwithsanding
transferable and negotiable Bills of Lading can be encumbered as collaterd for
due repayment of loans, this thesis is, however, focused only on the
collateralization of negotiable Bills of Lading.

Key words:
Bill of Lading, collateral.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG MASALAH

Pengangkutan atau lebih dikena dengan istilah transportasi di masa yang
segalany a dituntut serba cepat seperti sekarang ini memiliki peran yang sangat
besar. Kdancaran transportasi barang maupun orang dapat berdampak serius
terhadap perekonomian suatu negara, karena pada pokoknya pengangkutan
mempunyai tujuan perpindahan tempa benda maupun orang untuk meningkatkan
daya guna dan nila. Dengan kata lain dapat kita katakan apabila daya guna dan
nila di tempat yang baru tidak meningkat, maka pengangkutan tidak perlu
dilakukan. Pengaturan masa ah pengangkutan di Indonesia antara lain diatur di
ddam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang
undangan lainny a

Di negara maritim seperti Indonesia, peranan angkutan laut dalam
bentuk usaha pedayaran mempunya peranan penting dalan kehidupan sosia
ekonomi penduduknya dan juga mempunya arti perting dadam pembangunan
bangsa dan negara demi tercagpanya cita-cita bangsa Kegatan di bidang
pelayaran sangetlah luas, tidak hanya menyangkut bidang niaga atau sering
disebut dengen istilah commercial, akan tetgpi juga menyangkut bidang
noncommercial atau non-niaga, misanya kegatan pemanduan peabuhan,
kegiatan dinas pendlitian, dan sebagainy a.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan pelayaran niaga adalah
usaha pengangkutan penumpang dan atau barang khususnya barang dagangan,
melalui laut, balk yang dilakukan antar pelabuhan dalam wilayah suatu negara
maupun lintas negara. Jelasny a, pelay aran niaga add ah angkutan muatan laut atau
marine cargo transport dimana merupakan suatu usahayang menyediakan jasa
angkutan laut yang sifat dari produksinya addah derived demand yang berarti
permintaan jasa angkutan atau ruangan kagpa baru akan timbul bila tedah ada

permintaan akan barang-barang.
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Adanya permintaan akan barang-barang atau terjadinya transaksi
perdagangan, bak yang terjadi dalam satu negara maupun antar negara akan
mengekibatkan timbulnya permintaan akan jasa angkutan. Bila transaksi
perdagangan tersebut terjadi dalam jumlah besar dan harus diserahkan ke suatu
tempat yang dipisahkan oleh laut, maka dibutuhkan sarana pengangkutan laut
yatu dengan usaha pdayaran niaga mengngat hanya jasa angkutan laut yang
relative murah dan dapat mengangkut daam jumlah besar sekaigus.

Daam pengangkutan muatan me dui laut prosesnya dimula sgak
diumumkanny a schedule atau jadwal kapd kepada para calon pengirim barang
dan dengan adanya pengumuman kedatangan kapd tersebut maka para caon
Pengrim (shipper) menghubung Pengangkut (carrier) atau agennya (forwarder).
Biasanya ddam praktek, pengangkut akan memberkan formulir yang disebut
shipping instruction yang harus diisi oleh calon pengrim. Shipping instruction
adalah suatu formulir yang berisikan tentang detil dari barangyang akan diangkut,
dengan maksud mempermudah pihak pengangkut ataupun forwarder daam ha
pengriman dil akukan melalui forwar der.

Shipping instruction yang telah diisi oleh pengirim diserahkan
kembdi kepada pengangkut dan dengan diserahkannya formulir tersebut, berarti
telah terjadi kesepakatan antara pengangkut dengan pengrim muatan untuk
melaksanakan pengangkutan. Setelah semua dokumen yang diperlukan untuk
pelaksanaan pengangkutan tersebut disigpkan, makabarang muatan akan diangkut
menuju peabuhan yang diperjanjikan. Sudah tentu penyerahan barang muatan
oleh si pengrim kepada si pengangkut harus mempunya tandaterima mengngat
barang yang diangkut adalah benda bergerak, dimana terhadap benda bergerak
berlaku asas bezit geldt als volkomen titel yaitu penguasaan berlaku sebaga das
hak yang sempurna, artinya jika tidak dibuat tanda penerimaan yang dapat
membuktikan bahwa agpa yang diangkut tersebut bukanlah milik Pengangkut,
maka Pengangkut dapat mengklaim barang angkutan tersebut sebaga miliknya
karena berada ddam pengusaannya. Demikian itu diatur di dalam Pasa 1977
KUH Perdatadinea pertamayang berbunyi sebaga berikut:
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“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun
piutang yang tidak harus dibayar kepada pembawa maka barang sigpa
yang menguasainy adianggep sebagai pemiliknya”*

Kiranyaharus puladicatat segaa keadaan barangbak berdasarkan jumlah
maupun keutuhan barang sewaktu serah terima dilakukan. Segda keadaan
barang, jJumlah maupun beratnyaitu dicantumkan di dalam K onosemen.

Sdama ddam perjd anannya dari pelabuhan pemuatan menuju pelabuhan
pembongkaran sampa dengan diserahkannya muatan kepada penerima, muatan
dilindung dengan dokumen-dokumen perkapaan, antara lain:

1. Faktur penjuaan barang(invoice);
Konosemen atau surat muatan (bill of lading);
Polis asuransi laut (marine insurance policy);

Export clearance

o r W DN

Certificate of Origin and quality.

Dari ketiga dokumen pengapaan tersebut, konosemen merupakan salah

satu dokumen pengapdan yang pding penting mengngat konosemen tersebut

adalah sebagai surat angkut yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

pengangkutan yang disepakati bersama oleh Pengrim dan Pengangkut.

Pasa 506 KUHD memberikan definisi Konosemen sebaga berikut:
“Konosemen adadah suatu surat yang bertangga, dalam mana si

Pengangkut menerangkan, bahwa ia teah menerima barang-barang

tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertertu dan

meny erahkanny a disitu kepada seorang tertentu, begtu pula menerangkan

dengan sy arat-sy arat gpakah barang-barang itu akan diserahkannya” 2

Sdan sebaga sdah satu dokumen pengangkutan laut, konosemen juga
mempunya nilal sebaga surat berharga Dikatakan sebaga surat berharga karena

! Kitab Undang-undang Hukum Perdata( Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.
Subekti den R. Tjitrosudibio, cet. 28 (Jekarta: Pradnya Paramita, 1996), ps. 1977.

Z Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandd), diterjemahkan oleh
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 26, (Jeakata Pradnya Paramita, 2000), ps. 506.
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di ddam Pasd 506 dinea kedua dikatakan bahwa Konosemen dapat diterbitkan
atas nama (op naam), atas pembawa (aan tonder / to bearer), dan aas pengganti
(@aan order / to order). Dengan mudah didihkannya, dapatlah dikatakan
Konosemen sebagai surat berharga dimana ciri utama dari surat berharga adalah
mudah dialihkan.

Lebih lanjut di ddam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasd 507
dikatakan bahwa konosemen dikedluakan dadam dua lembar yang dapat
diperdagangkan®. Kenyataan di dalam praktek sat ini bisa dikeluarkan tiga atau
empat lembar konosemen asli serta bebergpa lembar copy untuk keperluan
adminstrasi. Konosemen asli disebut juga negotiable bill of lading sedangkan
lembaran yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi dicantumkan kata-kata
"copy not negotiable”. Di daam setigp konosemen harus dicantumkan berapa
lembar konosemen tersebut telah dikeluarkan. Bagi setigp lembar konosemen asli
berlaku ketentuan “ semua untuk satu” (allen voor een), maksudny a bahwa untuk
semua konosemen jenis ini hanya dapat dimintakan penyerahan barang satu kali
dan ketentuan “sau untuk semua’ (een voor allen), yang berarti bila Pengangkut
berdasarkan satu lembar konosemen telah menyerahkan barang maka dia telah
dianggap menunaik an kewgjibanny a’.

Dari uraian di aas dapa disimpulkan bahwa Konosemen merupakan
pejanjian yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menuntut
penyerahan barang bergerek yang diangkut. Konosemen dikatakan sebagai
perjanjian karena di dalam Konosemen tercantum syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan pengangkutan yang disepakati bersama oleh Pengrim dan Pengangkut.
Sekalipun kenyataannya di daam praktek syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
tersebut dibuat daam bentuk blanko dengan klausul baku, namun pada
hakekatnya Pengrim dan Pengangkut samasama setuju dan sepakat
pengangkutan dil akukan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di
dadam Konosemen. Dibuatny a K onosemen dalam bentuk blanko dan klausul baku

hany dah semata-mata untuk kemudahan transaksi karena klausul-klausul tersebut

? Ibid. ps. 507.

4 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 5 (Hukum Peayaran Laut
dan Perairan Darat), (Jekarta Djambatan, 1983), him. 215
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dibuat dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan atau konvensi

internasional, dan juga klausul-klausul tersebut dapat sga dirubah berdasarkan

kesepakatan para pihak yaitu dengan cara mencoret klausul baku yang dirubah

kemudian menuliskan klausul yang disepakati. dan karenanya berdasarkan

undang-undang Konosemen dianggep sebaga benda bergerak sebagamana
ketentuan Pasa 511 KUH Perdatay ang berbunyi sebagai berikut:
“Sebaga kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang harus

dianggap:

1. Hak paka hasil dan hak paka atas kebendaan bergerak;

2. Hak aas bungabunga yang diperjanjikan, baik bunga yang
diabadik an, maupun bungacagak hidup;

3. Perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai  jumlah-jumlah
uangyangdapat ditagh atau yang mengena benda ber ger&k;

4. Sxo-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang,
persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekaipun benda
benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu addah
kebendaan tak bergerak. Sero-sero aau andil-andil itu dianggep
merupakan kebendaan bergerak, akan tetgpi hanya terhadgp para
pesertany aselama persekutuan berjaan;

5. Andil ddam perutangan aias beban Negara Indonesia, baik andil-andil
karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat-sertifikat,
surat-surat pengakuan utang, obligesi atau surat-surat lain yang
berharga, beserta kupon-kupon aau surat tanda bunga, yang termasuk
di ddamnya;

6. Sero-sero atau kupon obligasi daam perutangan lain, termasuk juga

perutangan y ang dil akukan negara-negara asing.” °

Konosemen bukan hanya mengandung hak untuk penyerahan barang

barang bergerak dari pengangkut, akan tetapi juga mempunya nila tuntutan

peny erahan sgumlah uang. Bagi pengrim Konosemen bernila tuntutan sgumlah

uang yaitu pembay aran aas barang-barangyangtelah dikirimny a, sedangkan bag

® Kitab Undang-undang Hukum Perdata( Burgerlijk Wetboek), Op.Cit. ps 511
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penerima Konosemen bernila sebagai tuntutan sgumlah barang muatan kepada
pengangkut. Dengan demikian Konosemen memenuhi unsur-unsur yang
dimaksud da am Pasal 511 angka ke-3 untuk dianggap sebagai benda ber gerak.

Sebagal benda ber gerak yang memuat hak penuntutan atas benda bergerak,
tentunya Konosemen juga mempunya nila ekonomis untuk dapa dijadikan
sebagal jaminan untuk pelunasan suatu hutang. Da am praktek pemberian jaminan
untuk suatu kredit di bidang perbankan, Konosemen memang tidak dapat
dijadikan jaminan utama maupun tambahan dari suatu hutang/kredit dikarenakan
umurnyayang pendek sehingga tidak dapat dijadikan jaminan aas suatu kredit
perbankan yang pada umumnya mempunya tenor diatas satu tahun, namun
demikian bukan berarti Konosemen tidak dapat dijadikan jaminan atas suatu
hutang di luar perbankan, misa hutangpiutang antar sesama pedagang, atau
antara pedagang dan pemasok barang (supplier).

Umur Konosemen yang umumnya hanya berkisar hitungan bulan
meny ebabkan Konosemen sulit untuk dijadikan jaminan hutang. Untuk itu perlu
dicarikan lembaga jaminan aas benda bergerak yang dapat digunakan sebagal
lembaga jaminan aas Konosemen. Sebagamana diketahui lembaga jaminan
kebendaan di Indonesia untuk bendabergerak add ah gadai dan fidusia

Gadal diatur di dalam KUH Perdata Pasd 1150 sampal dengan Pasa 1160,
sedangkan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Kedua
lembaga jaminan tersebut adalah lembaga jaminan kebendaan yang memiliki hak
untuk didahulukan daam peunasan hutangnya. Namun demikian kedua lembaga
jaminan kebendaan tersebut mempunya perbedaan mendasar yatu pada gada,
benda jaminan berada di ddam penguasaan si penerima gada, sedangkan pada
fidusiabenda jaminan tetap beradadi dal am penguasaan si pemberi fidusia

Dikarenakan sifat-sifat khusus Konosemen, antara lan umurnya yang
reatif pendek dan kemungkinan penerbitan | ebih dari satu lembar Konosemen asli
yang dapat diperdagangkan, dipertanyakan kemudian akan aspek hukum yang
harus diperhatikan dalam penjaminan Konosemen. Perlu juga diperhatikan
mengenai lembaga jaminan gpakah yang kiranya lebih sesua untuk membebani

K onosemen.
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Jika sebuah benda dijaminkan, maka yang dihargpkan oleh kreditur dari
penjaminan itu adaah terjaminnya pembay aran kembali piutangnya dari debitur.
Jika debitur laai, maka kreditur akan mengeksekusi benda jaminan tersebut,
tentunya dengan caracara yang dibenarkan olen hukum. Konosemen sebaga
dokumen yang memuat hak untuk menuntut peny erahan bergerak dari pengangkut
tentunya mempunya nila ekonomis. Nila ekonomis barangbarang yang
diangkut tersebut tidaklah kecil, mengingat umumnya barangbarang yang
diangkut melalui laut addah barang-barang da am jumlah yang sangat besar.

Dadam penjaminan sebuah Konosemen, dimana yang terlihat daam
Konosemen tersebut adalah barangnya dan bukan harga barang tersebut, lantas
jika si debitur lda dalam memenuhi kewgibannya, bagaimanakah peaksanaan
eksekusi atas Konosemen tersebut?

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penulis merasa tertarik untuk mendliti
tentang Konosemen sebagai obyek jaminan kebendaan gada maupun fidusia
Kemudian hasil penditian tersebut Penulis tuangkan dalam suatu laporan hasil
pendlitian ilmiah berupa Tesis yang diberi judul:

“KONOSEMEN SEBAGAI OBYEK JAMINAN GADAI DAN
FIDUSIA”

1.2 Pokok Permasalahan
Pokok permasalahan yang akan diangkat daam tesis ini adalah
sebagal berikut:
1.  Konosemen yang bagaimanakah yangdapat digunakan sebagai jaminan?
2. Lembaga jaminan gpakah yang dapat digunakan untuk menjaminkan

K onosemen?

1.3 METODE PENELITIAN

Sebagaimana lazimnya dalam penyusunan sebuah tesis dilakukan
penditian guna memperoleh suatu gambaran yang tegas dan meyakinkan guna
melengkapi data-data yang diperlukan dengan tujuan menemukan jawaban atas

permasaahan yang diangkat da am tesis.
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Untuk menemukan jawaban aas permasdahan yang diangkat
dalam tesis ini, Penulis melakukan serangkaian penditian dengan menggunakan
metode penditian kepustakaan yang bersifat  yuridis normatif dengan
menggunakan data sekunder, yaitu mempergunakan bahan pustaka sebaga dasar
penelitian.6

Berdasarkan sifatnyapenditian ini bersifat deskriptif anditis yatu
pendlitian yang dil akukan dengan memberikan gambaran umum tentang apayang
menjadi obyek penditian serta untuk memberikan data yang seteiti mungkin
tentang sifat-sifat hubungan hukum, keadaan atau gejdaggda tertentu dan
kemudian mengandisanya

Adapun jenis data yang dipergunakan, adalah data sekunder yang
diperoleh dari studi kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan,
buku-buku pegangan metode penditian hukum, buku sarana gar tentang teknik
penyusunan karya tulis ilmiah, dokumen-dokumen resmi, yurisprudensi yang
seluruhny a berkaitan dengan suby ek dan oby ek penditian ini.

Sebaga bahan hukum primer adaah peraturan perundang
undangan tentang hukum perdata, hukum dagang, dan hukum jaminan, antaralan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang,
Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, serta peraturan
perundang-undangan lainnyayang berk aitan dengan hukum jaminan.

Sebaga bahan hukum sekunder addah buku-buku, artike-artikel dan
maka ah-makaah yang berkaitan dengan hukum benda, hukum jaminan, gada,
dan fidusia, serta literatur-literatur yang berkatan dengan Konosemen. Untuk
depa memberikan penjdasan terhadap kedua bahan hukum tersebut,
dipergunakan bahan hukum tersier seperti buku pegangan penditian hukum,
sarana g a teknik menyusun karyailmiah dan berbaga macam kamus.

Untuk mengandisa data yang telah dikumpulkan Penulis menggunakan
metode andlisis data dengan pendekatan kuditatif, yatu tata carapenditian yang
menghasilkan data deskripsi mengenai permasalahan yang menjadi  pokok
permasaahan dalam penditian ini, dan seka igus mengandisanya.

6 Soejono Soekanto & Sri Mamudji, Penditian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Sngkat, (JakataPT. RgaGrafindo Persada, 2001), him. 33
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Ddam menygikan tesis ini, Penulis menuangkan hasil penditian daam
tigabab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang
masalah, pokok permasaahan, metode pendlitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua penulis akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan
permasaahan yang diangkat dalam tesis ini. Bab ini akan dibagi dalam dua sub
bab. Pada sub bab pertama, Penulis akan menguraikan pengertian umum serta
teori yang berkaitan dengan hukum perikatan, hukum benda, hukum jaminan,
gadal, fidusia, dan pengertian umum tentang konosemen. Pada sub bab kedua
penulis akan menganaisa permasalahan y ang menjadi pokok-pokok permasaahan
daam tesis ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun
doktrin yang dikemukakan para sajana berkaitan dengan hukum jaminan
khususnya gadai dan fidusia dalam kaitannya dengan konosemen sebaga oby ek
jaminan kebendaan.

Pada bab terakhir Penulis berusaha menyusun kesimpulan yang
merupakan jawaban atas permasadahan dalam tesis ini. Pada bab ini juga penulis
akan memberikan saran-saran yang kirany a dapat bermanfaat bag pengembangan

ilmu hukum khususny a pembebanan jaminan atas Konosemen.
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BAB 2
KONOSEMEN SEBAGAI OBYEK JAMINAN KEBENDAAN

2.1 TINJAUAN UM UM BENDA

M anusia dalam kehidupan keseharianny a tidak pernah terlepas dari materi
atau kebendaan, bahkan seringkali kita mendengar isitilah tiga kebutuhan pokok
manusia yaitu sandang, pangan, dan papan, atau pakaian, makanan, dan tempat
tinggd. Kesemuanyaitu tidak terlepas dari kebendaan. Untuk itu seringkali benda
dikaitkan dengan harta kekayaan seseorang Dalam pengertian awam, benda
adalah segda sesuatu yang dapat terlihat, sebaiknya segala sesuatu yang tidak
terlinat dikatakan sebagai gaib. Namun demikian hukum mempunya pengertian
sendiri tentang benda. Untuk itu di ddam KUH Perdata ditetapkan aturan-aturan
tentang kebendaan. Benda dapat juga diartikan sebagai kekay aan seseorang. Jika
yang dimaksud dengan benda adalah kekayaan seseorang, maka meliputi juga
barang-barangy angtak dapat terlihat yaitu hak.’

Tentang benda diatur di ddam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) diatur di ddam Buku Il yatu Tentang Kebendaan. Sebagamana
diketahui bahwa sistem yang dianut daam Buku [l KUH Perdata adalah sistem
tertutup, artinya semua peraturan yang terkandung daam Buku || KUH Perdata
tersebut  harus diberlakukan sebagaimana adanya  Pihak-pihak  yang
berkepentingan tidak mempunya kebebasan untuk mengadakan penyimpangan
atas ketentuan-ketentuan dalam Buku |1 KUH Perdatatersebtt.

Ddam arti sempit bendaadaah segd a sesuatu yang terlihat sebaga benda
ddam kenyataannya, dan umumnya tidak bernyawa. Sedangkan menurut paham
undang-undang sebagamana ddam Pasa 499 KUH Perdata, yang dimaksud
dengan benda adalah setigp barang dan setigp hak yang dapat dikuasa dengan hak
milik.

Undang-undang dalam Pasd 503 KUH Perdata membag benda sebagai
benda bertubuh (berwujud) dan benda tidak bertubuh (tidek berwujud),
keemudian dalam Pasad 504 membag benda menjadi benda bergerak dan benda

" Subexti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. 28, (Jekarta: Intermasa, 1996), him. 60
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tidak bergerak. Pembedaan ini dilakukan undang-undang berkatan dengan cara
peny erahan dan pembebanan jaminan atas jenis-jenis bendatersebut.

Antara benda bergerak dan benda tak bergerak mempunya cara
peny erahan yang berbeda. Untuk benda bergerak penyerahannyahanya dilakukan
dengan penyerahan fisik dari benda tersebut, sedangkan untuk benda tidak
bergerak penyerahannya dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan undang
undang misalnya dengan pembuatan akta jud bei dan balik nama Untuk
pembebanan jaminan, lembaga jaminan yang digunakan untuk menjaminkan
benda bergerak dan bendatidak bergerak juga berbeda. Lembaga jaminan untuk
benda tidak bergerak adalah hipotik dan hak tanggungan, sedangkan untuk benda
bergerak |embaga jaminan y ang dapat digunakan adalah gadai dan fidusia.

2.1.1 BendaTidak Bergerak dan Benda Bergerak.

Sebagaimanate ah disebutkan diatas, bahwayang dimaksud dengan benda
adalah setigp barangdan setigp hak yang dapat dikuasal dengan hak milik. Dalam
pengertian barang ada ah benda yang bertubuh (berwujud), sedangkan hak adalah
benda tidak bertubuh. Dikatakan bertubuh karena ada wujud fisiknya, misanya
buku, mega, kursi, dan sebaganya yang dapat dilihat dan dipegang oleh indera
manusia. Dikatakan tidak bertubuh karena tidak ada wujudnya (tidak dapat
diinderai oleh manusia).

Suatu benda dikatakan benda tidak bergerak dapat terjadi karena sifatnya,
karena peruntukannya, dan karena ditentukan oleh undang-undang Karena
sifatnya yatu segda benda yang karena sifatnya tidak mungkin untuk
dipindahkan, misanyatanah, pohon, bangunan permanen.

Karena peruntukannya yaitu benda bergerak yang karena peruntukannya
dimaksudkan untuk mengkuti suatu bendatidak bergerak untuk waktu yanglama,
misalny a mesin-mesin dalam suatu pabrik. Sgatinya mesin-mesin tersebut adaah
benda bergerak, namun karena tujuan penggunaan mesin tersebut addah untuk

digunakan secara permanen da am pabrik tersebut, maka mesin tersebut menjadi
bendatidak berger ak.
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Benda tidak bergerak karena ditentukan undang-undang idah hak-hak
yang disebutkan dalam Pasal 508 KUH Perdata yang sdengkapnya berbunyi
sebagai berikut:

“Yang juga merupakan kebendaan tak bergerak ialah hak-hak sebaga

berikut:

Hak paka hasil dan hak paka atas kebendaan tak bergerak;

Hak pengabdian tanah;

Hak numpang karang;

Hak usaha

Bungatanah, baik berupauang, maupu berupabarang;

Bunga sepersepuluh;

Pgak pekan atau pasar, yang diakui oleh Pemerintah dan hak-hak
istimewayang melekat padanya;

N o g &~ 0 DN RF

8. Gugatan guna menuntut pengembalian atau peny erahan kebendaan tak
bergerak.”®

Benda bergerak dapat terjadi karena sifatnya dan karena ditentukan
undang-undang. Benda bergerak karena sifatnya yaitu segda barang yang karena
sifatnya dapa berpindah aau dipindahkan, misalnya mea, buku, mobil, dan
barang-barang lain yang dgpat dipindahkan. Sdan itu undang-undang juga
menetapkan beberapa hak yang berkaitan dengan benda bergerak sebagai benda
bergerak yaitu sebagaimanayang ditentukan dalam Pasal 511 KUH Perdata.

2.1.2 Hak-Hak Kebendaan

Sebagaimana td ah disebutkan di muka, bahwa menurut undang-undang
benda ada ah segala sesuatu baik berupa barang maupun hak yang dapat dikuasa
dengan hak milik. Sebdiknya ada hak yang tidak dapat dikuasai dengan hak
milik, hak ini disebut hak perorangan. Dengan demikian hukum membag hak
manusia atas benda menjadi duayatu hak kebendaan dan hak perorangan.

Hak kebendsan addah hak untuk menguasa sesuatu benda dan hak
tersebut dapa dipetahankan terhadap sigpapun juga. Artinya hak atas benda

8 Kitab Undang-undang Hukum Perdata( Burgerlijk Wetboek), Op.Cit., ps.508
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tersebut bersifa mutlak dan sddu mengkuti bendanya S pemegang hak
kebendaan dapat mempertahankan kepemilikannya atas suatu benda terhadap
setigp orang Jika bendatersebut karena dasan yang sah berdih kepadapihak lain,
maka pihak yang terakhir ini dapat mempertahankan hak kebendaan tersebut,
karena hak kebendaan selalu mengikuti bendanya (Droit de suite).

Di ddam Buku Il KUH Perdata terdgpat beberapa macam hak kebendaan
yatuyang disebutkan dal am Pasal 528 sebagai berikut: “ Atas sesuau kebendaan,
seseorang dapa mempunyal, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik
hak waris, baik hak paka hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau
hipotik.”9 Dengan diberlakukanny a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agaria (Undang-undang Pokok AgraridUUPA),
sebagian dari hak-hak tersebut tidak berlaku lag yaitu sepanjang yang mengena
tanah, bumi, ar, dan segd a sesuatu yang terkandung di dal amnya.

Berikut akan diurakkan sedikit tentang bezit dan eigendom. Tentang
kedudukan berkuasa (bezit) diatur di ddam KUH perdata Pasd 529 sarmpa
dengan Pasa 568. Pasd 529 KUH Perdata memberikan definisi tentang bezit
yaitu sebaga berikut:

“Yang dimaksud kedudukan berkuasa idah, kedudukan seseorang yang

menguasa suatu kebendaan, bak dengan diri sendiri, maupun dengan

perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya

selaku orangy ang memiliki kebendaan itu.”

Dari definisi tersebut terdapat dua unsur penting ddam bezit yaitu
penguasaan dan kemauan memiliki benda tersebut. Penguasaan atas benda
tersebut dgpat terjadi karena itikad baik dan karena itikad buruk. Seorang bezitter
(orang yang mempunya hak bezit) dikatakan beritikad bak manakda ia
memperoleh benda tersebut dengan cara memperoleh hak milik sedangkan ia
tidak mengetahui bahwaiabukanl ah pemilik yang sebenarny a, misalnyakarena ia
membeli benda tersebut dari suatu peldangan, atau ia memperolehnya sebagai
warisan dari orang tuanya Sebaliknya seorang bezitter dianggap beritikad buruk

manakala ia mengetahui bahwa benda yang dikuasainy a tersebut bukan miliknya

% Kitab Undang-undang Hukum Perdata( Burgerlijk Wetboek), Op.Cit., ps.528
0 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op.Cit., ps.529
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sendiri, misalnya ia mengetahui benda yang dikuasainya tersebut addah benda
hasil curian. Dalam hukum seseorang harus sdau dianggap beritikad balk,
kecua i dapat dibuktikan sebaliknya.
Tentang hak milik (eigendom) diatur di dalam Pasad 570 sampa dengan
Pasal 642 KUH Perdata. Hak milik dalam pembahasan ini hanyaah sebatas hak
milik atas benda-benda bukan tanah, sebab mengena tanah telah diberlakukan
Undang-undang Pokok A graria. Pasal 570 memberikan deif inisi hak milik sebagai
berikut:
“Hak milik addah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan
dengan ldluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan
kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersaahan dengan undang-undang atau
peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak
menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya
itu dengan tak mengurang kemungkinan akan pencabutan hak itu demi
kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan

y 11

pembay aran ganti rug.’

Dari definisi hak milik diatas dapat kitalihat bahwahak milik adalah suatu
hak kebendaan yang sempurna dalam arti si pemegang hak milik dapat berbuat
sesuka hati terhadap benda yang dimilikinya sepanjang tidak menyalahi undang
undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Hak milik hanya dapat diperoleh
dengan cara yang ditetgpkan undang-undang yaitu Pasal 584 KUH Perdata. Cara
caraitu adalah:

a Pengambilan untuk dimiliki. Pengambilan disini tentunyaadaah untuk benda
benda yang belum ada pemiliknya, misalnya memancing ikan di laut atau di
sungai. Berbeda halnya dengan memancing ikan di suatu kolam yang berada
di suatu kawasan yang sudah dimiliki seseorang, karena yang berhak untuk
mengambil ikan di suatu kolam add ah si pemilik kolam sendiri.

b. Pertambahan, misalnya pohon berbuah, binatang peiharaan beranak. Daam
hd ini pemilik dari buah yangdihasilkan oleh pohon, atau anak hewan ternak,
adalah milik dari si pemilik pohon atau pemilik induk dari hewan tersebut.

" Ibid., ps.570
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c. Dauwasalewat waktu, yatu suatu keadaan dimana seseorang telah
menguasa suatu benda untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan undang-
undang tanpa ada perlawanan atau gugatan dari pihak mangpun, maka ia
adalah pemilik bendatersebut.

d. Pewarisan, balk pewarisan menurut undang-undang (ab intestato) maupun
karena wasiat (ad testamentaire). Seseorang yang memperoleh harta warisan
berupahak milik atas suatu benda, makaiaadalah pemilik bendatersebut.

e. Penyerahan (levering), yaitu pemindahan hak milik dengan cara meny erahkan
kekuasaan atas hak milik dari pemilik lama kepada pemilik baru. Peny erahan
tersebut dapa berupa peyerahan nyata bendanya dan penyerahan yang
dilakukan dengan melakukan perbuatan hukum tertentu misalnya pembuatan
akta atau pendaftaran pada suatu kantor pendaftaran.

2.2  TINJAUAN UM UM HUKUM JAM INAN

Untuk meningkatkan atau memperluas jaringan usahanya, seorang
pengusaha atau pedagang tentunya membutuhkan moda bak berupa uang
maupun barang. Seringkdi dana atau uang yang dimiliknya tidak mencukupi
untuk menambah moda usaha, untuk itu ia memerlukan orang lain untuk
membantunya misanya dengan bekerjasama atau dengan jdan pinjaman
(berhutang).

Pemberian pinjaman pada dasarnya dilakukan atas dasar kepercayaan
seorang kreditur kepada seorang debitur. Seorang kreditur tentunya akan
memberikan kredit kepada seseorang yang telah dikenalnya. Dikend disini bisa
dalam arti pertemanan/sosid, atau terlebih dahulu mencari tahu tentang si debitur
misalny a dengan melakukan survey ke tempat tinggal dan tempat usaha debitur,
atau dengan meakukan pengecekan di sistem informasi debitur Bank Indonesia
Satelah  yakin &kan integitas debitur, bahwa debitur akan memenunhi
kewgibannya, barulah kreditur akan memutuskan untuk memberikan kredit.
Sdebihnya kreditur juga berhargp akan adanya jaminan atas pelunasan hutang
debitur. Jaminan tersebut dapat diberikan oleh undang-undang atau diperjanjikan.

Pengaturan mengena jaminan pada umumnya di dalamn KUH Perdata
yatu diatur di dadam Pasd 1131 yang berbunyi: "Segda harta kekayaan si
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berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada
maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segda
perikatan perseorangan.” 2

Jadi padaasasnyasetigp orangyang memiliki kewgiban yangdapat dinilai
dengan uang wagib memperikatkan sduruh harta kekayaannya, bak yang
bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang telah dimilikinya saat ia mula terikat
kewgjiban tersebut maupun yang akan diperolennya setdlah kewgjiban tersebut
mengkatnya, untuk menjamin pemenuhan kewajiban tersebut, sekaipun harta
kekayaan tersebut tidak secara yuridis formil dibebani oleh lembaga jaminan
kebendaan apapun juga. Sdanjutnya dalam Pasd 1132 KUH Perdata dikatakan
bahwa benda-benda milik debitur tersebut menjadi jaminan bersama-sama bag
seluruh kreditur.

Maksud dari Pasal 1132 adaah bahwa pada hakekatnya para kreditor
harus bertindak secara bersamasama untuk melaksanakan hak yang diberikan
oleh Pasa 1131 KUH Perdata kepada para kreditor tersebut, yatu hak untuk
menuntut pemenuhan kewgiban debitor yang dapat dinilai dengan uang terhadap
parakreditor sebagaimanadimaksud oleh Pasa 1131.

Dengan demikian, para hak para kreditor tersebut akan dijamin
pelunasanny ay ang diperoleh dari hasil penjuaan harta kekay aan kreditor tersebut
sesua dengan besar kecilnya hak tagihnya masing-masing, kecuali jika di antara
para kreditor tersebut ada das hak yang sah untuk didahulukan pelunasan hak
taghnya menurut ketentuan undang-undang Demikian dikatakan dalam Pasa
1132 KUH Perdata

Alas hak untuk didahulukan sebagaimanadisebut di atas ditetapkan daam
Pasa 1133 KUH Perdata dinea pertama yang seengkapnya berbunyi sebagai
berikut: “Ha untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak
istimewa, dari gadai, dan dari hipotik."13 Sekdipun padawaktu pemberlakuanny a,
parapeny usun naskah KUH Perdata hany a meny ebutkan dua hak kebendaan yang
pemegangnnya mempunya kedudukan untuk didahulukan yatu gada dan

12 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op.Cit., ps.1131

13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op.Cit., ps.1133
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hipotik, namun untuk mengkuti perkembangan dunia perekonomian daam
kehidupan masyarakat Indonesia dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agaria, maka di
samping gadai dan hipotik, dikena pula dua lembaga jaminan kebendaan yang
lain yang memberikan hak kepada para pemegangnya untuk didahulukan dalam
pemenuhan taghannya, yaitu hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang
tumbuh, ditanam, dibangun, berdiri atas dan melekat pada tanah dengan
diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 dan jaminan fidusia
(penyerahan hak milik atas kepercayaan untuk tujuan jaminan) atas segala benda
yangtidak dapat dibebani jaminan gadai, hipotik ataupun hak tanggungan, dengan
diberlakuk annya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

Dapat kita lihat disini bahwa gedai, hipotik, hak tanggungan, dan jaminan
fidusia addah hak-hak kebendaan yang mempunya fungsi sebaga jaminan
pelunasan kewgjiban yang dapat dinilai dengan uang. Dari itu dapatlah dikatakan
bahwa gadai, hipotik, hak tanggungan, dan jaminan fidusia sebaga hak jaminan
kebendaan.

Berdasarkan ketentuan Pasd 1132 KUH Perdata terdapat dua jenis
kedudukan kreditur yaitu kreditur konkuren dan kreditur yang didahulukan
pembayaran hak taghnya Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak
mempunya hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Sedangkan hak
kreditur untuk didahulukan pembayaran hak tagihnya adalah hak yang dimiliki
oleh kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan yang terbit dari dibuatnya
suatu perjanjian jaminan atau yang berdasarkan undang-undang diberikan hak
untuk didahulukan pembayaran tagihannya Pemilik hak untuk mendapatkan
pelunasan hak taghnya tanpa memegang jaminan kebendaan apapun juga disebut
sebagal kreditur preferen, yang haknya lahir dari keberlakuan undang-undang,
karena perikatan debitur terhadapnya lahir dari undang-undang. Hak-hak kreditur
preferen ini sebagaimana halnya hak-hak para pemegang jaminan kebendaan
ditetgpkan keigimewaannya daam Pasad 1133 KUH Perdata. Lebih lanjut,
ditetgpkan ddam Pasd 1134 KUH Perdata bahwa hak kreditur preferen
mempunya kedudukan yang lebih rendah daripada hak-hak para kreditur

pemegang jaminan, kecudi bilamana karena ketentuan undang-undang hak-hak
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paa kreditur preferen harus diutamakan bahkan di atas hak-hak para kreditur
pemegang jaminan sekdipun. Pembedaannya ditetgpkan dalam Pasal 1139 dan
1149 KUH Perdata

Pemegang hak jaminan kebendaan mempunya hak untuk didahulukan
pelunasan piutangny ahanyadari benda yang menjadi jaminannya Bilamana nil ai
jaminan kebendaan tersebut tidak cukup untuk melunasi hak taghnya maka,
berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepallitan dan
Penundaan K ewg iban Pembay aran Utangyang merupakan lex specidi dari KUH
Perdata, untuk kekurangannya, ia dapat menggukan taghan kreditur konkuren.
Dengan demikian seorang kreditur pemegang hak gadai atas mobil debitur, maka
ia didahulukan pelunasan hutangnya dari hasil penjuadan mobil yang dijadikan
obyek gadainya Jika hasil penjualan mobil tersebut tidak mencukupi untuk
menutupi hutang debitur terhadapnya, makadaam ha kepailitan debitur, atas sisa
piutang yang belum terbayar itu ia depa mengajukan tagihan kepada curator
sebagal kreditur konkuren.

Sebagaimana disebutkan di muka bahwa jaminan pelunasan kewgiban
pembayaran utang yang dapat dinila dengan uang dapat diberikan oleh undang
undang (jaminan umum) sesua pasad 1131 KUH Perdata dan dapat juga
diperjanjikan oleh para pihak (jaminan khusus) yang mempunya sifat untuk
didahulukan. Sesua dengan pokok permasaahan tesis ini yatu penjaminan
konosemen sebagal benda bergerak, berikut akan diuraikan lembaga jaminan

kebendaan atas konosemen sebagai benda bergerak yatu gada dan fidusia

2.3 GADAI
2.3.1 Pengertian Gadai
Undang-undang dalam Pasal 1150 KUH Perdata memberikan perumusan
gada sebaga berikut:
“Gada addah suatu hak yang diperolen seorang berpiutang atas suatu
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau
oleh seorang lain atas namany a, dan yang memberikan kekuasaan kepada
si berpiutang itu untuk mengambil peunasan dari barang tersebut secara

didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainny a; dengan kekecualian
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biaya untuk mele ang barang tersebut dan biaya yang tdah dikduarkan
untuk meny damatkanny a setelah barang itu di gadaikan, biay a-biayamana
harus didahulukan.”

Dari definisi tersebut diatas dapat kitalihat bahwa gada adalah lembaga
jaminan kebendaan atas benda bergerak bak yang bertubuh maupun yang tidak
bertubuh. Artinya gada dapa dibebankan aas benda-benda bergerak milik
debitur termasuk atas taghan piutang debitur terhadap para debiturnya sendiri,
asalkan hak tagih debitur terhadap para debiturnya sendiri itu dapat dinilai dengan
uang sebagamana ditegaskan daam Pasad, 1152 bis, 1153 dan 1158 KUH
Perdata

Gada dapat diberikan oleh si debitur sendiri atau oleh pihak ketiga untuk
menjamin pelunasan hutang si debitur. Jadi pemberi gadai tidak seldu si debitur,
sebagamana juga penerima gada tidaklah sddu si kreditur. Ha ini dagpat kita
lihat dari ketentuan Pasd 1152 yang meny atakan bahwa benda gadai harus berada
di bawah penguasaan kreditur atau pihak lain yang disepakati oleh para pihak.
Pemberian gada oleh pihak ketiga dapat terjadi karena pembelian benda gedai
oleh pihak ketiga. Pemberi gedai tidak kehilangan kewenanganny a untuk menjua
benda gada kecuali ditentukan lain oleh para pihak daam perjanjian pemberian
gada. Penjudan benda gedai tersebut juga tidak membatakan gedai, sebab
sebagaiman dijelaskan sebelumnya bahwa gadai adalah hak kebendaan yang
berarti hak gada mengkuti bendanya di tangan sigpapun kepemilikan benda
tersebut.

Perjanjian gadai addah perjanjian ikutan (accessoir) dari perjanjian
pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur. Artinya
adanya hak itu tergantung dari adanya perjanjian pokok. Jika perjanjian pokok
karena suatu sebab hapus, maka perjanjian gadai juga hapus tanpa harus dilakukan
pembatalan oleh parapihak.

2.3.2 Penyerahan Gadai

14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op.Cit., ps.1150
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Gada dilakukan dengan menyerahkan benda gada kepadapenerima gadai
atau kepadapihak ketiga lainnyayang ditunjuk dan disepakati bersama oleh para
pihak. Apabila benda gedai tidak diserahkan kepada penerima gadai atau pihak
lain yang ditunjuk, maka gadai adalah tidak sah. Dengan demikian gada timbul
pada saat benda jaminan diserahkan dari tangan debitur / pemberi gadai kepada
kreditur / penerima gadai.

Penggadaian benda ber ger ak y ang berwujud dilakukan dengan peny erahan
ny ata bendany a, sedangkan gadai atas bendabergerak tidak berwujud yang berupa
surat atas tunjuk selain penyerahan surat tersebut kepada penerima gadai juga
dilakukan endossemen. Demikian pula hanya dengan surat bawa. Endossemen
dan penyerahan surat tunjuk dan surat bawa daam ha gada bukan dimaksudkan
sebaga pengdihan kepemilikan atas surat tunjuk atau surat bawa tersebut.
Endossemen disini dilakukan dalam rangka pemberian jaminan, sebab tanpa
adany a endossemen dan penyerahan, surat tunjuk atau surat bawa tersebut tidak
dapa dilaksanakan hak taghnya Jika debitur lala, hak tagh disini tentunya
bukan untuk dilaksanakan oleh kreditur pemegang geda, akan tetapi untuk
dilaksanakan oleh orang yang memperoleh hak setelah jaminan gada tersebut
dieksekusi. M aka sudah sewgarnyaah jika pemberian gada atas surat tunjuk
dilakukan dengan penyerahan suratnya berikut endossemennya, dan atas surat
bawa dilakukan dengan penyerahan suratnya Untuk itulah sebaiknya gadai
dilakukan dengan tertulis sekaipun undangundang tidek mengharuskan
perjanjian gada dalam bentuk tertentu. Ha ini dimaksudkan untuk kemudahan
pembuktian bahwa endossemen dan peny erahan tersebut dilakukan dalam rangka
gedai.

Gada atas benda bergerak tak bertubuh yang berupa piutang-piutang atas
namadilakukan dengan cara memberitahukan perihal penggadaian benda tersebut
kepada pihak yang mana hak gada itu akan dilakukan, yatu kepada para
debiturnya si debitur. Berkenaan dengan gada saham aas nama, maka
penggadaiannya itu harus dilakukan dengan cara memberitahukan periha
penggadaian saham itu kepada direksi perseroan di mana si penggada adalah
pemegang sahamdaam perseroan tersebut, dan seanjutnyadireksi perseroan akan
mencatatkan penggadaian itu di buku daftar sasham atau daftar khusus pemegang
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saham sesual ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

Untuk pemberian gedai piutang atas nama, uundang-undang tidak
mensy aratkan adanya dibuatnya akta sebagamana ketentuan Pasa 613 KUH
Perdata. Undang-undang hanya menentukan bahwa pemberian gada surat aas
nama dil akukan dengan pemberitahuan periha penggadaianny a kepada sigpa hak
yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Yang dipersyaratkan oleh undang-unang
dadam suatu gada adalah peetakan kekuasaan atas benda gada kepada penerima
gada. Dalam gadai surat-surat atas nama, pemberitahuan perihal penggadaian itu
kepada pihak yang akan dilakukan gada terhadapnya, sudah merupakan
pelepasan penguasaan benda gadai oleh si pemberi gadai.” Dengan
pemberitahuan tersebut, lembaga gada telah dibebankan atas piutang atas nama
dam debitur dari debitur pemberi gadai menjadi mengetahui bahwa taghan atas
hutangnya telah digadaikan kepada kreditur penerima gedai, dan karenanya
debitur pemberi gadai tidak mempuny ai hak tagh atas hutang tersebut hingga hak
tagh tersebut dikembalikan lag padany a

2.3.3 Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Sebagamanateah dijelaskan di muka bahwa dalam gadai benda jaminan
diserahkan di bavah penguasaan penerima gedai. Sebaga pemegang suatu benda
milik orang lain, penerima gadal bertanggung jawab atas benda gadai selan
sebagal penerima gadai juga sebagal seorang penerima titipan yang diatur dalam
Bab Kesebe as dari Buku Ketiga KUH Perdata tentang penitipan barang. Untuk
itu hak-hak dan kewgjiban-kewgiban yang diatur ddam KUH Perdata berkatan
dengan penitipan barang sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak berlaku
daam pemberian gadai. Pasd 1694 KUH Perdata mengatakan bahwa: “ Penitipan
adaah terjadi, gpabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lan,
dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengemba ikannya dalam ujud
asanya” Dadam gada, penerima gadai menerima penyerahan benda gada dari
pemberi gadai dan sdanjutnya menyimpannya untuk dikembdikan dalam ujud

asalnya manakda debitur telah melunasi hutangnya Untuk itu penerima gadai

15 Liha 3 Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1993), him.118
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bertanggung jawab untuk memeihara benda gadai seperti ia memdihara benda
milikny a sendiri.

Penerima gada bertanggung jawab aas hilangnya benda gada atau
kemerosotan harga benda gada yang disebabkan olehnya, misanya karena
keld aiannya mobil yang digadaikan kepadany a mengalami kecelakaan dan rusak,
maka ia wajib memperbaiki kerusakan tersebut. Jika kehilangan atau kerusakan
itu terjadi bukan akibat kesalahanny a makaiadibebaskan dari tanggung jawab itu.
Sebalikny a sebagal kompensasi atas kewgiban tersebut, penerima gadai berhak
untuk menuntut kepada pemberi gadai biayabiaya yang telah dikeluarkan oleh
penerima gadai untuk meny elamatkan benda gadai.

Penerima gadal berkewaiban mengembalikan benda gada jika debitur
telah melunasi hutangnya, sebdiknya penerima gada juga mempunya hak untuk
menahan benda gada sampa debitur melunasi hutangnya Hak ini disebut hak
retentie. Selain hak-hak tersebut diatas, penerima gada juga mempunya hak
untuk meakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi)
sebagaimanaak an dij elaskan berikut ini.

234 Eksekus Gadai

Undang-undang menjamin hak pemegang gadai untuk tidak meny erahkan
benda gadai kepada pemberi gadai aau debitur sebelum debitur melunasi
hutangnya berikut segala bunga, dan biaya yang berkaitan dengan hutangnya
berikut biaya untuk menyeamatkan barang jaminannya Hak ini disebut hak
retentie.

SHan itu pemegang gada juga mempunya hak untuk menjua benda
gada aas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 1155 KUH Perdatay ang selengk apny a berbunyi sebagai berikut:

“ Apabilaoleh parapihak tidak telah diperjanjikan lain, makasi berpiutang

addah berhak jika si berutang atau si pemberi gada bercedera janji,

setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah
ditentukan suatu tenggang waktu, setdah dilakukannya suatu peringatan
untuk membayar, menyuruh menjua barang gadainya di muka umum

menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim
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berlaku, dengan maksud untuk mengambil peunasan jumlah piutangnya
beserta bunga dan biayadari pendapatan penjuaan tersebut.”*®

Dari ketentuan pasal tersebut diatas, dgpat kita lihat bahwa pasd tersebut
bersifat fakultatif, artinya para pihak dapa menentukan lain atau menyimpang
ketentuan pasd tersebut. Jika parapihak tidak menentukan lain dalam perjanjian
gadainya, maka kreditur berhak mengeksekusi sendiri benda gada tersebut
dengan penjudan leang, tanpa perantaraan pengadilan, dan tanpa bantuan juru
sita. Hak ini disebut parate eksekusi. Hak ini diberikan ol eh undang-undangtanpa
harus diperjanjikan. Para pihak (pemegang gadai dan pemberi gedai) dapat
memperjanjikan penjua an benda gadai di bawah tangan, akan tetapi persdujuan
ini dil akukan setelah debitur diny atakan wanpresasi.

Adanya ketentuan akan kewsgiban menjual benda gada meldui lelang
didasarkan untuk memberikan perlindungan kepada debitur. Dengan penjuaan
ldang dihargpkan tercepa harga maksimal yang dengen itu debitur dapat
melunasi  kewgibannya atau bahkan terdgpa kelebihan harga penjualan.
Penjualan di bawah tangan juga tidek sddu merugkan debitur. Adakdanya
penjudan di bawah tangan lebih menguntungkan untuk debitur. Jika nila benda
gada kecil l[du digunakan penjudan dengan cara lelang, maka bisa terjadi nila
penjudannya justru lebih kecil dari biaya lelang, sebaga mana diketahui biaya
lelang ada ah piutang y ang diistimewakan mendahului gadai.

Kebolehan memperjanjikan penjuaan benda gadai melalui penjudan di
bawah tangan hanya boleh dilakukan setelah debitur dinyatakan wanprestasi. Jika
kesepakatan penjudan di bawah tangan telah dibuat pada saat perjanjian gadai
dibuat, dikhawatirkan terjadi persekongkol an antara pemegang gadai dan pembeli,
dimana dalam hal demikian pemberi gadai tidak dapat turut menentukan harga
Untuk itu undangundang medarang janji yang demikian. Sebaiknya jika
kesepakatan dilakukan setelah debitur dinyatakan wanpredasi, ddam hd ini
debitur dapat turit menentukan harga penjudan di bawah tangan yatu jika
sekiranya harga penjud an dibawah tangan lebih balk dari harga lelang maka ia
akan menyetujui penjuaan di bawah tangan itu, dan sekiranya harga penjuaan di

16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op.Cit., ps.1155
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bawah tangan itu lebih rendah dari harga pasar yang akan tercagpa melalui lelang
makaiadapat menolak tawaran pemegang gadai untuk menjua di bawah tangan.

Disamping hak untuk menjua sendiri seperti tersebut di atas, pemegang
gada dalam ha debitur wanpresasi dapat menempuh jaan penyeesaian yanglan
yatu menggukan permohonan kepda pengadilan untuk dapa menjud benda
gada dengan cara yang ditetgpkan hakim atau dijua kepada kreditur sendiri
dengan har gay ang ditetapkan oleh hakim.

Caracara penjudan benda gada yang diatur di dalam undang-undang
sebagaimana diuraikan di aas bertujuan untuk mencari harga yang pantas dari
benda gadai tersebut. Untuk barang yang nilainya tidak pasti dan baru diketahui
nila riilnya setelah dijual, tentuny atidak ada masalah dengan ha tersebut. Tetapi
bagaimana dengan benda tak bertubuh yang sudah tercantum secara jelas nilai
nominanya sepeti piuang? Daam suau piutang nila nominanya telah
dicantumkan dengan jelas bergpa jumlah yang dapat ditagh. Apakah untuk gadal
benda-benda tersebut tidak dapa dilakukan penaghan langsung olen pemegang
gada? Penulis ddam hal ini berpendapat kiranya eksekusi atas suatu piutang
meskipun telah tercantum dengan jelas nila nominalnya, harus juga dil akukan
dengan cara-cara yang diatur di dalam undang-undang sebagaimana diurakan di
muka Ha ini didasarkan pada kemungkinan piutang yang dijadikan gada masih
lama jatuh temponya dan tidak dapat segera ditagh. Dalam hal terjadi demikian
adalah tidak mungkin pemegang gadai menunggu jatuh tempo piutang yang
digadaikan tersebut sementara hutang yang dijamin dengan piutang tersebut telah
jatuh tempo. Untuk itu tentunya pemegang gadai akan mencari pihak lain yang
dapa segera memberikan dana segar sebesar hutang debitur. Ha ini didasarkan
padanila jaminan yang padaumumnyalebih besar dari nila pinjaman.

Hak gada tidak dapat dibagi-bag meskipun benda gada adadah benda
yang dapat dibag. Misdnya sorang debitur berhutang sebesar Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah) yang dijamin dengan gada berupa beras sebanyak seratus
kilogpam. M aka jika si debitur telah melunasi hutangnya sebesar Rp.500.000,-
(limaratus ribu rupiah), ia tidak dagpa menuntut pengembalian ber asny a sebany ak
limapuluh kilogram atau berat berapapun sebelum hutangny adilunasi seluruhny a.
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2.3.5 Hapusnya Gadai
Hak gada dapat hapus karena bebergpa sebab:

a Hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gedai. Ha ini disebabkan
sifat perjanjian gada yang accessoir, karenanya jika perjanjian pokoknya
hapus karena sebab apapun maka gada secara otomatis hapus.

b. Benda gada tidak lag berada di bawah penguasaan penerima gada, misalnya
karena pencurian. Daam ha demikian undang-undang memberikan hak
kepada penerima gadai untuk menuntut kembai barang tersebut, dan jika
berhasil maka gada dianggap tidak pernah telah hilang.

c. Benda gada karena suatu sebab menjadi milik penerima gedai. Jika benda
gada menjadi miliknya penerima gadai maka sudah pasti gadal hapus karena
tidak mungkin penerima gada menjamin hutang debitur dengan miliknya
sendiri dan kemudian jika debitur laa tidak mungkin penerima gada akan
mengeksekusi barang milikny a sendiri.

d. Musnahnya benda gadai. Jika benda gada musnah maka gada akan hapus
karena tidak addag benda jaminan yang dapat digunakan untuk melunasi
hutang debitur manakala debitur laai. Apabila hilangnya benda gadai akibat
kesdahan kreditur penerima gadai, makaia bertanggung jawab atas hilangnya
benda jaminan tersebut. Namun sebaliknya debitur pemberi gadai harus
mengganti segal abiayayang digunakan untuk menyeamatkan benda gadai.

24 FIDUSIA
24.1 Pengertian Fidusa

Lembaga jaminan kebendaan di ddam KUH Perdata sebagamana
disebutkan di muka yatu gada dan hipotik. Untuk benda bergerak lembaga
jaminannya adalah gada seperti yang diuraikan sebelumnya Sedangkan untuk
benda tidak bergerak lembaga jaminannya adalah hipotik. Selain oby eknya gadai
dan hipotik mempunya bebergpa perbedaan ciri yang paing pokok yatu pada
hipotik benda jaminan tetap berada di bawah penguasaan si pemberi jaminan,
sedangkan pada gadai benda jaminan ditaruh di bawah penguasaan penerima
gada. Adalah tidak sah gadai yang benda gedai dibiarkan tetap di bawah
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penguasaan pemberi gada. Adanya keharusan seperti itu kadangkala
menimbulkan kesulitan di masy arakat.

Bagi seorang pengusaha besar yang mempunya banyak benda untuk
dijaminkan, tentu ha tersebut bukan masalah. Namun bagi sebagian masy arakat
pengusaha kecil penyerahan suatu benda sebagai jaminan untuk ditaruh di bawah
penguasaan penerima gada menimbulkan kesulitan. Misdnya seorang penjua
pengecer ges €epiji tiga kilogrgam membutuhkan uang untuk memperluas
usahany a, akan teagpi iatidak punya cukup uang untuk ha tersebut. Sedangkan
satu-satunya barang miliknya yang dapat dijadikan jaminan adalah satu buah
motor yang digunakan untuk mengantarkan ges ke rumah-rumah pelanggan. Jika
motor tersebut diserahkan sebagai jaminan gadai, ha tersebut akan memperlambat
pelay anannya kepada pelanggan dan dapat menyebabkan peanggannya pindah
kepada penjud €epiji lain, dan karenanya usahanya menyusut dan jusru tidak
dapa membayar hutangny a kepada kreditur. Sementara jika kreditur membi arkan
benda gedai berada di tangan debitur untuk digunakan sebagai sarana usahanya,
maka gadainya bata dan kreditur tidak mempunya jaminan aas peunasan
piutangnya Untuk itu diperlukan lembaga jaminan untuk benda bergerak namun
benda jaminan tetap berada di tangan pemberi jaminan untuk digunakan dan
kreditur mendapatkan jaminan pelunasan piutangny a

Berdasarkan kebutuhan itu lahirlah suatu lembaga jaminan baru yang
dapa digunakan untuk menjaminkan benda bergerak dimana pemberi jaminan
mengdihkan kepemilikannya atas benda jaminan kepada penerima jaminan aas
dasar kepercayaan untuk selanjutnya benda jaminan tetap berada di bawah
penguasaan penerimajaminan yang disebut Jaminan Fidusia.

Lembaga jaminan fidusia di Indonesia diatur di ddam Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Namun demikian jaminan fidusia
telah dikend sebelum itu yaitu meaui yurisprudensi dan Undang-undang Nomor
16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

PadaPasd 1 angkal Undang-undangJaminan Fidusia disebutkan definisi
dari Fidusiayaitu pengd ihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercay aan
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya didihkan tersebut tetgp
dadam penguasaan pemilik benda Jadi pada hakekatnya kepemilikan atas barang
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jaminan tersebut telah beralih kepada kreditur akan tetapi peraihan kepemilikan
disini bukan berarti kepemilikan sepenuhnya atas barang jaminan, kepemilikan
disini hanyaah daam kerangka penjaminan, karena penerima fidusia juga tidak
dapa berlaku seluas-luasnyaterhadap barang jaminan, misalnya penerima fidusia
tidak diperbolehkan mengaihkan kepemilikan bendatersebut kepadapihak lain.

Kepercayaan ddam fidusia berlangsung satu arah yatu dari pemberi
fidusiakepada penerimafidusiakarenajikakitalihat definisi fidusiadiatas terlihat
bahwa pengdihan kepemilikan dilakukan atas dasar kepercayaan dan yang
meny erahkan kepemilikan disini adaah pemberi fidusia. Pengertian kepercay aan
ddam fidusia berarti kepercayaan debitur kepada kreditur bahwa penyerahan
kepemilikan tersebut hanya dimaksudkan sebaga jaminan saja dan bahwa
kepemilikanny a akan dikembaik an setelah hutang-hutangny a lunas.

Dengan berdihnya kepemilikan benda jaminan fidusia kepada penerima
fidusia, maka pemberi fidusia dapat tetgp menguasa dan menggunakan benda
jaminan fidusia tersebut atas dasar pinjam paka dan pinjam mengganti. Untuk
benda jaminan fidusia yang bukan persediaan barang dagangan, debitur
menggunakanny a atas dasar pinjam paka. Jika benda jaminan fidusia adalah
berupa persediaan barang dagangan, maka peminjaman itu disebut pinjam
mengganti, artinya pemberi fidusia dapat tetgp memperdagangkan persediaan
barangnya dengan kewagiban menggantinya dengan barang yang jenis, jumlah,
dan kualitasny a sama.

Sebagal pinjaman tentunyapemakaan benda jaminan fidusi aoleh pemberi
fidusia tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Bab Keduabelas dan Bab
Ketigabelas dari Buku Ketiga KUH Perdata yang mengetur pinjam paka dan
pinjam meminjam. Peminjaman benda jaminan fidusia tunduk pada hak dan
kewgjiban yang tercantum dalam KUH Perdata tersebut, namun demikian para
pihak depa sga memperjanjikan lain hak dan kewgiban masing-masing pihak
ddam pejanjian fidusia menyimpang dari ketentuan yang tercantum daam
undang-undang. Untuk lebih terjaminnya peaksanaan jaminan fidusia, maka
ddam pejanjian jaminan fidusia harus diatur secara tegas pengesampingan
bebergpa pasd daam KUH Perdata, diantaranya Pasa 1750 yang meny ebutkan

bahwa orang yang meminjankan tidak dgpat meminta kembai barang yang
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dipinjamkan sebelum lewatnya waktu yang ditentukan aau setelah barang
tersebut digunakan untuk suatu keperluan. Pasd ini dalam jaminan fidusia harus
disimpang, yatu manakala terjadi wanprestasi oleh debitur. Debitur harus
meny erahkan benda jaminan kepda kreditur manakala terjadi wanprestasi dan
kreditur akan melaksanak an eksekusi atas bendatersebut.

24.2 Obyek Jaminan Fdusia
Pemberian jaminan fidusia tidak terbatas hanya pada benda bergerak
seperti gadai, akan tetapi bisajuga meliputi bendatidak bergerak yang tidak dapat
dibebankan hak tanggungan. Untuk lebih jelasnya benda gpa sga yang dapat
dibebankan dengan jaminan fidusia, berikut dikutip Pasd 1 angka 2 Undang
undang Jaminan Fidusi &
“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidek berwujud dan benda tidak bergerak
khususnya bangunan yang tidek dgpat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud daam Undangundang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada daam penguasaan Pemberi
Fidusia, sebagai agunan bag peunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor
lannya™*’

Dari pasd tersebut degpa kita lihat bahwa utamanya jaminan fidusia
ditujukan sebaga |embaga penjaminan aas benda bergerak baik yang bertubuh
maupun tidak bertubuh ditambah perluasan untuk menjaminkan bangunan yang
berdiri di atas tanah orang lain yang menurut undang-undang hak tanggungan
tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

SHain itu jika tidek diperjanjikan lain oleh para pihak, obyek jaminan
fidusia meliputi juga hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan
klam asuransi jika jaminan diasuransikan. Dalam penjelasan Undang-undang
Jaminan Fidusia diterangkan bahwa yang dimaksud dengan hasil dari benda
jaminan fidusia add ah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dijadikan

" Indonesia, Undang-undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 tahun 1999, LN No 168 tahun 1999,
TLN No. 3889, ps. 1.
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jaminan seperti misdnya piutang yang berbunga Jika jaminan diasuransikan,
maka klam aas asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia yang
diperhitungkan dengan pedunasan hutang debitur, meskipun asuransi tersebut

tidak mencantumkan banker’s clause.

2.4.3 Pendaftaran Jaminan Fdusia

Fidusia dilakukan dengan membuat Akta Jaminan Fidusia di hadapan
notaris yang berwenang akta mana dibuat ddam bahasa Indonesia Kemudian
pembebanan jaminan fidusi atersebut didaftarkan padakantor pendaftaran fidusia.
Tujuan pendaftaran fidusia adalah untuk memenuhi asas publisitas yang artinya
pembebanan jaminan fidusia itu telah diketahui olen publik. Karena barang
jaminan tidak diserahkan kepada penerima fidusia, maka pendaftaran fidusia juga
berarti peny erahan jaminan fidusia Hal ini dapat kitalihat dari ketentuan Pasa 14
aya 3 Undang-undang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa jaminan fidusia
lahir pada saat dicatatkannya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, yaitu
padatanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia.

SHdanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat
Jaminan Fidusia yang memuat titd eksekutorid “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Artinya sertifikat
tersebut mempunya kekuatan eksekutorial. Penerima Fidusia berdasark an titd itu
berhak untuk menjua benda jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri tanpa meldui
pengadilan. Ha ini dipertegas lag dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-undang Jaminan
Fidusia yang menyebutkan bahwa Sertifikat Fidusia mempunya kekuatan
eksekutoriad yang samadengan putusan pengadilan yang telah berk ekuatan hukum
tete.

Jika ddam gadai penyerahan piutang atas tunjuk dan atas bawa dengan
penyerahan suratnya dan endossemen, bagamana daam fidusia? Daam fidusia
endossemen maupun penyerahan suratnya tidak perlu dilakukan. Dadam gada
endossemen dan penyerahan surat perlu dilakukan agar hak kreditur untuk
menagh piutang yang digadaikan itu dapat dijdankan. Daam fidusia meskipun
surat tunjuk tersebut tidak diendossemen, hak tagh tetap dapat dilaksanakan yaitu
dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunya titd eksekutorid.
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Dadanm fidusia juga tidak diperlukan pemberitahuan kepada sigpa hak fidusia itu
akan dilaksanakan, sebab dengan didaftarkannya fidusia tersebut semua orang
dianggap tahu.

244 Eksekus Jaminan FHdusia
Kreditur sebagamana juga dalam gedai tidak diperbolenkan secara
otomatis menjadi pemilik sepenuhnya benda jaminan tersebut jika debitur laal.
Ketentuan ini seumumnya berlaku bag setigp jaminan bak benda bergerak
maupun benda bergerak untuk meindung kepentingan debitur. Daam fidusia
dimungkinkan untuk menjua benda jaminan secara di bawah tangan dengan
syarat harga dicgpa adalah harga tertinggi sehingga menguntungkan para pihak.
Ddam undang-undang jaminan fidusia tidek ada larangan untuk memperjanjikan
cara penjualan di bawah tangan di awa. Hanya undang-undang memberikan
syarat yang harus dipenuhi untuk penjudan di bawah tangan sebagaimana diatur
daam Pasal 29 Ayat 2 Undang-undang Jaminan Fidusia, sebagai berikut:
“Pdaksanaan penjudan sebagamana dimaksud ddam ayat (1) huruf c
dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sgak diberitahukan secara
tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dan diumumkan sedikitnyadaam 2 (dua) surat kabar yang
beredar di daerah yang bersangkutan.”

Tidak jelas maksud dari pembuat undang-undang perihal pemberitahuan
yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas. Apayangkirany a perlu diberitahukan?
Perihd rencana penjudan dibawah tangan, atau tentang adanya pembei yang
berminat berikut tawaran harganya, atau tentang ha-hd lan? Demikian pula
dengan yang dimaksud pihak-pihak yang berkepentingan. Sapakah yang
dimaksud pembuat undang-undang sebagai pihak yang berkepentingan dalam ha
ini? Karena pemberitahuan ini dilakukan oleh Pemberi dan Penerima Fidusia,
maka sudah pasti bukan pemberi atau penerima fidusia yang dimaksud pembuat
undang-undang. Lau apa yang dimaksud dengan daerah yang bersangkutan?
Apakah dagrah tempa kedudukan/domisili pemberi dan penerima fidusia?

18 Indonesia, Undang-undang Jaminan Fidusia, Op. Cit. ps.29
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Ataukah daerah dimana jaminan fidusia didaftarkan? Atau daerah tempat
kedudukan/domisili calon pembeli jaminan fidusia? Di daam penjelasan pasa
tersebut hanyatertulis cukup jelas.

245 Kedudukan Mendahului

Kreditur pemegang jaminan fidusia mempunya kedudukan yang
didahulukan atas kreditur lannya Hak didahulukan ini berkaitan dengan
mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi atas benda jaminan fidusia
yang dijaminkan kepadanya. Jika hasil eksekusi |ebih besar dari piutangnya, maka
kreditur dapat mengambil pelunasan piutangnya, sebdiknya jika hasil eksekusi
ternyda lebih kecil dari piutangnya maka hasil eksekusi itu digunakan terlebih
dahulu untuk membayar piuangnya dan untuk piutang yang belum terbayar
kedudukanny a add ah sebagal kreditur konkuren. Untuk Iebih jelasnya diberikan
contoh sebagai berikut: A mempunya piutang kepada B sebesar Rp 50.000.000,-
(limapuluh juta rupiah) yang dijamin dengan fidusia berupa satu buah mobil
Toyota Kijang seharga Rp 70.000.000,- (tujuhpuluh juta rupiah). Semasa jangka
waktu pinjaman terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan B menga ami kesulitan
keuangan dan akhirnya gaga bayar (wanprestasi), seiring dengan itu krisis telah
meny ebabkan harga kendaraan merosot tgam sehingga pada saat eksekusi nila
kendaraan tersebut hanya sebesar Rp 40.000.000,- (empapuluh juta rupiah),
sehingga A hanya bisa mengambil pelunasan atas piutangnya sebagai kreditur
preferen hanyaah sebesar Rp 40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah) yang
merupakan hasil eksekusi jaminan fidusia yang dipegangnya, sedangkan untuk
sisa piutangnyayang belum terbay ar yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) kedudukanny a adalah hany a sebagai kreditur konkuren.

Undang-undang Jaminan Fidusia tidak secara tegas menyebutkan adanya
piutang yang diistimewakan yang mendahului fidusia sebagaimana halnya da am
gada. M enurut Penulis Undang-undang Jaminan Fidusiasebaga sdah satu aturan
bidang keperdataan adaah | ex specialis dari KUH Perdata, oleh sebab itu aturan-
aturan yang tidak secara tegas diatur dadam Undang-undang Jaminan Fidusia
diambil pengaturannya ddam KUH Perdata Berdasarkan itu menurut Penulis

piutang-piutang yang diistimewakan dan mempunya kedudukan lebih tingg
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daripada gada dan hipotik sebagamana diatur di dalam KUH Perdata berlaku

juga da am pemberian jaminan fidusia.

246 HapusnyaJaminan FHdusia
Pasa 25 Undangundang Jaminan Fidusia menyebutkan ha-hd yang
meny ebabkan hapusnyafidusiayaitu:

a Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia Sesua dengan sifat accessoir
jaminan fidusia, makajikaperikatan pokoknyayaitu perjanjian hutang piutang
atau perjanjian pemberian kredit hapus, maka secara otomatis jaminan fidusia
sebaga perjanjian ikutannyaturut hapus meskipuntanpapembatalan oleh para
pihak. Hapusnya perjanjian pokok (hutang piutang) depat terjadi karena
pelunasan, penghapusan hutang, atau hal-hal lain yang meny ebabkan hutang
tersebut hgus, dan dibuktikan dengan bukti hapusnya hutang yang dibuat
oleh kreditor.

b. Pedepasan hak atas jaminan fidusi aoleh penerimafidusia Peepasan hak disini
adalah hak atas jaminan fidusia. Jika kreditur merasatidak memerlukan lag
jaminan tersebut, makaiadapa melepaskan haknyaatas jaminan tersebut.

c. Musnahnya bendayang menjadi obyek jaminan fidusia Jika benda jaminan
musnah maka jaminan tidak adalagi jaminan, sebab jikadebitur lala tidak ada
benday ang akan dieksekusi.

25 TINJAUAN UM UM KONOSEM EN.
25.1 Pengertian Konosmen

Dadam pengangkutan barang medui laut, perjdanan dapat menempuh
waktu berbulan-bulan. Untuk mel akukan pengiriman, si pengirim meny erahkan
barangnya kepada pengangkut untuk dibawa ke suatu tempat tertentu dan
kemudian menyerahkannya kepada penerima. Untuk penyerahan barang dari
pengrim kepada pengangkut ini, pengirim kemudian menberikan tanda bukti
peny erahan barang. Tandabukti ini diperlukan oleh pengrim untuk membuktikan
bahwa barang y ang sekarang berada dalam penguasaan pengangkut addah bukan
milik si pengangkut, mengingat barang disini sudah pasti adalah barang ber gerak
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dan bertubuh, dan terhadap itu berlaku Pasa 1977 KUH Perdata. Tandabukti ini
daam pengangkutan laut bisaberuparesi mudim atau konosemen.

Ketika barang dimuat ke dalam kapa, barangbarang tersebut akan
diperiksa keadaannya oleh anak buah kapa yang bertuges untuk itu, kemudian
dicatat mengena tanggd pemuatan, tanda-tanda pengenal (untuk barang-barang
tertentu yang harus diberikan tanda-tanda khusus pada kemasannya, misalnya
bahan-bahan kimia), jumlah bak berat maupun ukurannya, kondisi barang, dan
catatan-catatan lain berkaitan dengan kondisi barang Ketika pemuatan selesa,
akan dikduarkan Resi M udim (Mat€' s Receipt) berdasarkan catatan-catatan tadi.
Jadi Resi M udim adalah tanda bukti bahwa barang tel ah dimuat ke ddam kapd,
namun demikian Resi M uaim bukanlah merupakan bukti kepemilikan barang,
dan pemegang Resi Mudim juga tidak berhak menuntut penyerahan barang
tersebut. Untuk itu pengrim dapat meminta kepada pengangkut untuk diterbitkan
K onosemen sebagal pengganti Resi M uaim, dimana Konosemen berlaku sebagai
bukti kepemilikan barang Resi muaim adalah bukti yangdiberikan

Konosemen (Bill of Lading) di ddam perundangundangan Indonesia
diatur di ddam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yaitu Pasa
504 sampa dengan Pasd 517b. Definisi Konosemen disebutkan di daam Pasa
506 alineapertama sebaga berikut:

“Konosemen addah suatu surat yang bertanggd, dalan mana si

pengangkut menerangkan, bahwa ia tdah menerima barangbarang

tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan
meny erahkanny a disitu kgpada seorang tertentu, begitu pula menerangkan

dengan syara-syarat @akah barangrbarang itu akan diserahkannya”*.

2.5.2 Konosemen Sebagai Benda Bergerak
Sebagal surat tanda bukti peny erahan barang, maka pemegang K onosemen
mempunya hak untuk menuntut penyerahan barang muatan kepada pengangkut.

Artinya Konosemen berfungsi sebaga surat tuntutan penyerahan atas benda
bergerak.

19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandd), Loc. Cit.

Konosemen sebagai ..., Abdul Rahim Arifin, FH Ul., 2009



Dari definisi Konosemen yang diberikan Pasal 506 tersebut, dapat
disimpulkan bahwa dari sisi pengangkut Konosemen tidak sga merupakan surat
tanda terima barang yang dikeluarkan oleh pengangkut dan memuat perjanjian
pengakutan yang bersisikan syarat-syarat pengangkutan dan ketentuan mengenai
kepada sigpa barang tersebut harus diserahkan, akan tetgi justru menjadi bukti
perikatan si pengangkut untuk menyerahkan barang yang diangkut kepada si
penerima. Dengan pemuatan syarat-Syarat itu dapatlah dikatakan bahwa
Konosemen addah suatu dokumen yang memuat perjanjian pengangkutan
sekaligus dokumen mengena kewgiban untuk menyerahkan barang yang
diangkut kepada si penerima yang dari sudut pandangnya merupakan hak untuk
menuntut peny erahan barangny a

Schagal sebuah perjanjian Konosemen tentunya tidak terlepas dari
ketentuan Buku |1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai lex generalis
dari KUHD. Oleh sebab itu klausula-klausula dal am Konosemen wa aupun dibuat
secara baku (standard contract) addah perwujudan kesepakatan (konsensus)
antara Pengirim dan Pengangkut. Umumny a klausula-kl ausula dalam konosemen
dibuat dengan mengacu pada suatu konvensi internasiond tertentu, sehingga
waaupun dibuat secara baku pengangkut tidak dapat memasukkan klausula ayng
sematamata menguntungkan dirinya dan membebaskan dirinya dari segala
tanggung jawab. Dadam hd ini adaah waga jika pengangkut melindung
kepentinganny a karena dasan-aasan tertentu misalnya karenabahayadi laut yang
senantiasa mengancam kesdlamatan kapa. Sdain itu pemuatan klausula baku
ddam Konosemen dimaksudkan untuk memudahkan dan memperlancar proses
transaksi. Jikasetigp kdi pengangkut menerima barang muatan dan setigp kai itu
juga pengangkut harus menegosiasikan klausulaklausula ddam Konosemen
dengan pengrim, tidak terbayangkan bagamana kesulitan yang dihadapi
pengangkut, mengngat daam satu kai pengangkutan bisa terdapat puluhan atau
mungkin ratusan pengirim.

Berdasarkan uraian di atas ternyata bahwa Konosemen adalah perikatan
yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang
bergerak yang termuat di ddamnya Dengan demikian oleh undang-undang
K onosemen dianggap sebagai benda ber ger ak sebagaimana di maksud dalam Pasd
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511 angka 3 KUH Perdata. Setigp pemegang Konosemen berhak untuk menuntut
peyerahan barang muatan yang tercantum ddam Konosemen kepada
pengangkut, sepanjang Konosemen itu diperolen bukan dengan jalan melawan
hukum.

Sdan sebaga surat angkut, Konosemen juga mempunyai fungsi
sebagal surat berharga yang dapat diperdagangkan, yaitu sebagamana
disebutkan dalam k etentuan Pasal 507 adinea pertama KUHD:

“ Konosemen dikeluarkan ddam dualembaran yang dapat diperdagangkan.
Lembar an-lembaran yang dapat diperdagangkan, daam mana disebutkan
bergpa dari lembaran itu sduruhnya tedah dikduarkan, berlaku

kesemuanya untuk satu dan satu untuk kesemuanya. Lembaran-lembaran
yang tidek dapat diperdagangkan harus memuat penyebutan sebaga
demikian.” *°

Umumnya para sarjana meny etujui bahwa saah satu ciri surat berharga
addah mudah didihkan. Mudah didihkan disini daam arti pengdihannya tidak
memer lukan suatu prosedur hukum yang rumit, seperti misanya baik nama atau
pendaftaran publik. Di ddam ketentuan Pasd 506 dinea kedua KUHD,
disebutkan bahwa Konosemen dapat diterbitkan sebaga aas nama (op naam),
kepada pengganti/atas tunjuk (aan order / to order), dan kepada pembawa (aan
tonder /to bearer).

Jika Konosemen diterbitkan sebagai atas nama, maka Konosemen ini
disebut Konosemen Rekta atau Konosemen sebaga surat yang berharga
dikarenakan Konosemen jenis ini lebih sulit pengdihannya yatu dengan akta
cessie. Konosemen dikatakan sebagai surat berharga manakala ia diterbitkan
sebaga aas tunjuk dan aas bawa Pengalihan konosemen atas tunjuk dan atas
bawa sebagamana pengalihan surat piutang dilakukan dengan penyerahan
suratnya jika Konosemen itu diterbitkan sebagal atas bawa, dan jika Konosemen
itu diterbitkan sebagai atas tunjuk selan penyerahan suratnya juga dengan

endossemen.

20 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandd), Loc. Cit. ps507
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Konosemen diterbitkan oleh perusahaan pdayaran sebaga pengangkut,
aau oleh pencharter kapad bak charter menurut waktu maupun menurut
pejdanan daam ha chater party. Konosemen juga dapat diterbitkan oleh
nakhoda kapal, akan tetapi nakhoda tidak berwenang menerbitkan Konosemen
jika seseorang lain telah ditunjuk oleh perusahaan pelayaran untuk menerbitkan
Konosemen. Dadam praktek biasanya penerbitan Konosemen dilakukan oleh
bagian operasiona daam perusahaan pelay aran.

Konosemen diterbitkan dadam bebergpa lembaran yang dapat

diperdagangkan. Daam setigp lembaran Konosemen dicantumkan berapa
lembaran asli yang telah dikeluarkan. Ddam praktek biasanya Konosemen
diterbitkan dadam tiga lembar asli (original bill of lading). Satu lembaran
dipegangoleh pengrim, satu lembar dikirim bersama dengan barang muatan, satu
lembaran lagi dikirimkan kepada penerima. Hanya lembaran yang dipegang oleh
pengrim dan penerima sga yang dapat diperdagangkan, sedangkan lembaran
yang menyerta barang yang diangkut hanya berfungsi sebaga keengkapan
administrative sga bag perusahaan peayaran. Pemegang lembaran-lembaran
Konosemen tidak boleh menyerahkan |embaran-lembaran Konosemen tersebut
itu kepada beberapa orang secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan
dari para penerima lembaran-lembaran konosemen tersebut secara bersama-sama
Dengan kata lain, masingmasing dari pemegang lembaran-lembaran konosemen
yang dapat diperdagangkan tidak dapat menjuanya kepada orang-orang yang
berbedabeda secara bersamaan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil
penjudan tersebut secara berlipa ganda Perbuatan seperti ini diancam pidana
penipuan sebagamana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUH Pidana) Pasa 383 bis.

Bagi tigp lembaran Konosemen itu berlaku ketentuan “ semua untuk satu
dan satu untuk semua’. M aksud dari ketentuan tersebut adaah jikaterhadap satu
lembar Konosemen tersebut telah dilakukan perbuatan hukum tertentu, maka
perbuatan hukum tersebut berlaku pulabag lembaran-lembaran lainnya. Misanya
jika satu lembaran Konosemen atas tunjuk telah didihkan kepada orang lan,
maka yang berdih secara hukum addah seuruh lembaran Konosemen tersebut,

meskipun hanya satu dari lembaran Konosemen itu yang diendoss. Kendati
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demikian setigp pemegang Konosemen dapat menuntut peny erahan barang selama
barang tersebut belum diserahkan oleh pengangkut, kecuali jika Konosemen
tersebut diperolen dengan cara medawan hukum. Namun ddam praktek
belakangan ini, setigp pengalihan Konosemen dituntut untuk menyerahkan
kesduruhan dari lembaran-lembaran Konosemen yangtelah dikeuark an.

Konosemen juga dapat diterbitkan sebaga tidak dapat diperdagangkan,
yang biasanya digunakan untuk pengriman internal perusahaan. Misdnya
perusahaan A di Jakartahendak mengirimkan barang kepada kantor cabangnyadi
M edan. Konosemen yang tidak dapat diperdagangkan harus disebutkan secara
jdas di ddam Konosemennya bahwa Konosemen tersebut tidak dgpat
diperdagangkan. Jika suatu Konosemen tidak meny ebutkan jumlah lembaran asli
Konosemen yang dikeduarkan dan juga tidak menyebutkan tidak dapat
diperdagangkan, maka pengangkut harus menyerahkan barang muatan kepada
pemegang K onosemen y ang beritikad baik.

Penyerahan Konosemen sebdum barang muatan diserahkan oleh

pengangkut dainggap sebaga peny erahan barang muatan tersebut.

2.5.3 Jenis-jenis Konossmen
Dadam praktek pelayaran niaga dikenal berbaga macam jenis K onosemen.

Pembedaan jenis-jenis Konosemen ini dapa dibedakan berdasarkan saat

penerbitanny a, keadaan muatannya, penerimaan muatan, dan pelabuhan tujuan.

Untuk lebih jelasny a, berikut diuraik an jenis-jenis K onosemen tersebut.

Berdasarkan saat penerbitannya sehubungan dengan penyerahan muatan
dari pengrim kepada pengangkut, Konosemen dapat dibedakan menjadi:

e “Konosemen diterima untuk dikapakan” (Received for shipment / to be
shipped bill of lading), yatu Konosemen yang diterbitkan oleh pengangkut
padasaat barang muatan diterimaoleh pengangkut namun belum dikapakan,
misalny a karena kapa belum tiba. Dalam Konosemen jenis ini nama kapa
tidak disebutkan, hanya disebutkan “telah diterima untuk dikapakan”.
Pengangkut  tidak bisa memastikan kagpa yang akan digunakan untuk
mengangkut, sekdipun pengangkut telah menyusun jadwa pemberangkatan

suatu kapd. HA ini wajar mengngat tak seorangoun dapat meramalkan
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dengan pasti suatu kgadian yang akan terjadi dimasa mendatang. Sekalipun
di dadam Pasd 467 KUH Dagang dikatakan bahwa jika telah diadakan
persetujuan tentang suatu dat pengangkutan yang akan digunakan maka
pengangkut tidak bebas memilih dat pengangkutan yang akan digunakanny a
Ala pengangkutan disini  hendaknya diartikan sebaga jenis da
pengangkutannya bukan suatu aa  pengangkutan tertentu. Misadnya
pengangkut dan pengrim tel ah bersepakat bahwa pengiriman akan dil akukan
dengan kapad pengangkut minyak (tanker), maka pengangkut tidak boleh
mengangkutnya kemudian dengan kapa pengangkut container biasa,
sekalipun bisa digunakan untuk mengangkut minyak. Konosemen jenis ini
kemudian oleh pengrim dapat ditukar dengan Konosemen dikapakan
(Shipped Bill of Lading).

e “Konosemen dikapakan” (Shipped Bill of Lading) adalah Konosemen yang
diterbitkan setdlah barang dimuat ke daam kapa. Ddam Konosemen ini
nama kgpal akan disebutkan. Dengan penerbitan Konosemen jenis ini,
pengangkut dengan demikian membenarkan bahwa barang tersebut telah
dimuat ke daam kapd dengan keadaan dan kondisi sebagaimana tercantum
daam K onosemen itu. Atas permintaan pengrim, to be shipped bill of lading
yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh pengangkut dapat diganti dengan
shipped bill of lading. Penggantian Konosemen ini dapat dilakukan dengan
menerbitkan Konosmen baru atau dengan memberi catatan dan menuliskan
nama kapa pada to be shipped bill of lading yang telah diterbitkan
sebelumnya

Berdasarkan keadaan muatan saat dikgpakan, Konosemen dibedakan
menjadi:

e Konosemen bersih (Clean Bill of Lading), yatu Konosemen yang tidak
terdgpat catatan kerusakan barang, kekurangan jumlah, dan ketidaksesuaian
lainnyatentang barang.

e Konosemen kotor (Foul Bill of Lading), yaitu Konosemen yang terdapat
catatan tentang kondisi barang, misalnya kemasan yang rusak dan
sebagainya. Sebagaimana diterangkan di muka bahwa catatan ddam
Konosemen adadah sadinan dari Resi M uaim, maka jika Resi M udim bersih
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tentu Konosemennya juga bersih. Jika kondisi barang ada yang rusak dan
pengangkut mengetahui ha itu sebeum Konosemen diterbitkan, tetapi
kemudian pengangkut tetgp memberikan Konosemen bersih, maka penerima
dapat menuntut kerusakan tersebut kegpada pengangkut.

Berdasarkan penerimany a, Konosemen dapat dibedakan menjadi:

e  Konosemen kepadapembawa (aan order / to bearer), yaitu Konosemen yang
tidak mencantumkan nama penerima secara khusus, hanya disebutkan
“kepadapembawa’. Artinyapengangkut harus meny erahkan barang muatan
kepada pembawa K onosemen tersebut. Konosemen jenis ini termasuk dalam
jenis Konosemen sebagai surat berharga karena mudah didihkan yaitu
dengan menyerahkan sga Konosemen tersebut tanpa perlu caracaa
pengdihan lain.

e Konosemen kepada order / pengganti (aan order / to order), yaitu
Konosemen yang meny ebutkan nama penerima akan tetapi dibelakang nama
penerima itu ditambahkan “aau kepada pengganti”. Pengganti disini adalah
pengganti dari pihak yang namanya tercantum ddam Konosemen.
Konosemen ini disebut juga surat tunjuk yaitu kepada pihak yang ditunjuk
oleh pihak yang namanya tercantum ddam Konosemen. Pengdihan
Konosemen ini dilakukan dengan penyerahan Konosemen tersebut dan
endossemen y ang bi asany a dilakukan dibag an bel akang dari K onosemen.

e Konosemen atas nama (oop naam), yatu Konosemen yang dicantumkan
nama peneri many a dan hanya penerimay ang dicantumkan di Konosemen itu
yang berhak menuntut penyerahan barang muatan. Konosemen jenis ini
disebut Konosemen Rekta atau Konosemen sebaga surat yang berharga
Dikatakan surat yang berharga karena tidak mudah didihkan. Pengdihan
Konosemen jenis ini dilakukan dengan membuat akta cessie sebagamana
dimaksud dalam pasad 613 KUH Perdata.

Berdasarkan kebisaan memperdagangkannya (negotiability), Konosemen
dibedakan menj adi:

e Konosemen yang dapat diperdagangkan (Negotiable Bill of Lading), yaitu
Konosemen yang dapat diperdagangkan. Pada dasarnya setigp Konosemen
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dapat diperdagangkan, kecudi dalam Konosemen tersebut dengan teges
disebutkan tidak dapat diperdagangkan.

e Konosemen yang tidak dapat diperdagangkan (Straight Bill of Lading), yaitu
Konosemen yang secara tegas disebutkan sebaga tidek dapat
diperdagangkan. Biasanya Konosemen jenis ini digunakan untuk pengriman
internd, misanya perusshaan A di Jakarta mengrimkan barang untuk
cabangnyadi M edan.

254 Fungsi Konosemen

Jika kita perhatikan ketentuan Pasa 506 KUH Dagang, dapat kita ambil
kesimpulan bebergpa fngsi Konosemen yatu sebagai tanda penerimaan barang,
sebagal bukti perjanjian pengangkutan, dan sebaga bukti kepemilikan.

Schagal tanda penerimaan oleh pengangkut bahwa ia telah menerima
barang-barang tersebut untuk diangkut. Keterangan ini dapat kita jumpa pada
bagian muka dari Konosemen, yaitu keterangan-keterangan mengena uraian
barang, berat dan jumlahnya jika barang yang diangkut dalam bentuk curah,
ukuran dimensi dan nomor container jikayang diangkut dikemas da am container,
berikut juga segala keadaan dan kondisi barang sepanjang terlihat dari luar.
Terlihat dari luar artinya pengangkut tidek mungkin membuka kemasan untuk
memeriksa keadaan dan kondisi barang jika barang tersebut daam kemasan. Jadi
yang dilihat oleh pengangkut adalah kemasannya sga Keterangan mengenal
barang ini untuk melindungi penerima muatan dari kekurangan jumlah maupun
kondisi barang jika yang diserahkan oleh pengangkut tidak sesua dengan yang
tercantum dalam K onosemen.

Apabila ddam Konosemen disebutkan bahwa isi, jumlah, ukuran, dan
keadaan barang tidak diketahui, maka pengangkut tidak terikat kepada keadaan,
isi, ukuran, maupun jumlah yang disebutkan dalam Konosemen. Hal ini untuk
melindungi pengangkut, karena pengangkut tidak mungkin untuk memeriksa
secara detil dan teliti mengena keadaan, jumlah, isi, maupun ukuran barang
barang yang diangkutnya. Namun demikian pengangkut terikat kepada keadaan,
isi, jumlah, dan ukuran barang manakala ia sepatutnya tahu mengena ha-ha
tersebut aau jika barang-barang tersebut telah diukur, ditimbang, dan dihitung di
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hadapan pengangkut, karena dadam keadaan yang terkhir ini pengangkut
mengetahuiny a secarapasti.

Jika ddam Konosemen tidak disebutkan keedaan barang muatan, maka
pengangkut diangggp telah menerima barang tersebut daam keadaan bak
sepanjang terlihat dari luar, dan karenanya pengangkut bertanggung jawab atas
kerusakan yang terjadi pada barang tersebut dari luarnya, kecuali pengangkut
dapa membuktikan bahwa kerusakan tersebut telah ada sebelum barang muatan
diserahkan kepadany aatau bukan akibat kesalahanny a.

Fungsi sdanjutnya dari Konosemen adaah sebagai bukti adanya
perjanjian pengangkutan laut. Sebagaimana disebutkan ddam Pasa 506 KUH
Dagang bahwa Konosemen memuat sSyarat-syarat pengangkutan. Dengan
diterbitkannya Konosemen yang memuat syarat-syarat, bailk yang berada di
halaman muka maupun di hdaman belakang dari Konosemen, berarti pengrim
dan pengangkut telah sepakat bahwa pengangkutan dilekukan dengan syarat-
syaa yang tercantum ddam Konosemen tersebut. Konosemen hanya
membuktikan adany a kontrak pengangkutan dan bukanlah kontrak pengangkutan
itu sendiri.”* Namun demikian syarat-syarat yang tercantum dalam Konosemen
merupakan cerminan dari perjanjian/kontrak pengangkutan sesungguhnya yang
telah disepakati oleh pengrim dan pengangkut sebelum diterbitkannya
Konosemen. Untuk itu Konosemen berlaku mengikat para pihak sebaga
perjanjian dan karenanya berlaku sebagai undang-undang bag mereka yang
terikat di dalamnya ?

Bisa sga terjadi bahwa syarat-syarat yang tercantum daam Konosemen
tidak sesua dengan kontrak pengangkutan y ang sebelumny a sudah disepakati oleh
pengrim dan pengangkut. Jika terjadi demikian pengrim dan pengangkut tidak
terikat dengan sy arat-syarat y ang tercantum dalam Konosemen, akan tetapi sy arat-
syara ini mengikat bag pemegang Konosemen sdanjutnya yang menerima
pengdihan-pengalihan Konosemen tersebut. Artinya daam ha ini bagi pengrim
K onosemen hany dah sebagai bukti adanyakontrak pengangkutan | aut, sedangkan

2 Liha ER. Hardy Ivamy, Carriage d GoodsBy Sea 10" edition, (London: Butterworth& Co
(Publishers) Ltd, 1976, Hm. 55

22 Liha putusan Mahkamah Agung No.1807 K/Pd/1984.
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bagi pemegang Konosemen selanjutnya Konosemen tersebut adalah kontrak
pengangkutannya®

Fungsi Konosemen selanjutnya adalah sebagai surat bukti hak, artinya
pemegang Konosemen yang sah adalah sebaga pemilik dari barang-barang yang
tercantum dalam Konosemen. Untuk itu ia berhak menuntut penyerahan barng
barang tersebut dari pengangkut di tempa tujuan. Pasd 510 KUH Dagang
meny ebutkan bahwa setigp pemegang Konosemen yang sah berhak menuntut
peyerahan barangbarang tersebut dari pengangkut di peabuhan tujuan.
Pemegang Konosemen yang sah itu addah, jika Konosemen diterbitkan aas
tunjuk/kepada pengganti adaah pemegang terakhir berdasarkan endossemen yang
tertib dan teratur, untuk Konosemen atas bawa adalah pembawa Konosemen
tersebut, sedangkan bag Konosemen atas nama adalah yang namany a tercantum
ddam Konosemen aau pihak lan yang menerima Konosemen tersebut
berdasarkan cessie.

Scbagaimana disebutkan di muka bahwa Konosemen diterbitkan dalam
tiga lembaran. Terlepas dari pidana yang diancamkan kepada pemegang
Konosemen y ang dengan sengajamenjual | embaran-lembaran K onosemen kepada
orang yang berbeda dgpat terjadi dimana pemegang-pemegang Konosemen
menuntut penyerahan barang muatan yang sama kepada pengangkut. Daam ha
terjadi demikian undang-undang memberikan pengaturan bahwa pihak yang
paing berhak atas barang muatan tersebut adaah yang pemegang Konosemen
yang paing dekat hubungan perdihannya dengan lembaran Konosemen yang
dikduarkan oleh pengangkut. Untuk lebih jelasnya diberikan contoh sebaga
berikut: Pemegang sdluruh lembaran Konosemen mengd ihkan lembaran pertama
kepada A, dan juga mengalihkan lembaran kedua kepada B. Kemudian A
menga ihkan konosemen tersebut kepada C, maka daam hd ini B lebih berhak
daripada C.*

2.6 AnaligsYuridis Konosemen sbagai Obyek Jaminan

% Liha Paul Rodgers, Poggraduate Diplomain Maritime LawModule 3 Bill of Lading Contracts
gLondon: London Metropolitan University, 2002-2004), him.3-20., lihat juga

“ Lihat H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok hukum Dagang Indonesia 5, Hukum Pelayaran
Laut dan Perairan Darat, Cet.5, (Jakata Penerbit Djambatan, 2000), him. 224

Konosemen sebagai ..., Abdul Rahim Arifin, FH Ul., 2009



Konosemen merupakan surat bukti tuntutan penyerahan barang bergerak
yang tentunya mempunya nilai ekonomis. Barang bergerak yang termuat daam
Konosemen pada umumnya mempunya nila ekonomis yang tidak kecil, sebab
pengriman barang me dui laut biasany a di gunakan untuk mengrim barang da am
jumlah besar. Berdasarkan Pasd 511 KUH Perdata, Konosemen oleh hukum
dianggap sebaga benda ber ger ak.

Sebagal benda bergerak dan mempunya nila ekonomis, ditambah lag
mempunya sifat sebagal surat berharga dan dapat diperjudbdikan, tentunya
Konosemen dapat digunakan sebagal oby ek jaminan. Namun demikian mengngat
umurnya yang pendek dan tidek adanya kepastian barang muatan akan tiba
dengan selamat, membuat K onosemen jarang digunakan sebagal jaminan. Untuk
itu perlu kiranya diperhatikan agpek-aspek hukum berkaitan dengan penjaminan
Konosemen dan lembaga jaminan gpa yang dapa digunakan sebagai lembaga
penjaminan K onosemen.

Schagamana  diketahui  bahwa terhadap benda bergerak, menurut
perauran perundang-undangan di Indonesia, dgpat digunakan lembaga gadai dan
jaminan fidusia. K edua lembagajaminan terhadap benda bergerak ini mempuny ai
ciri dan sifat yang berbeda. Lembaga jaminan apakah yang lebih sesua untuk
digunakan sebaga lembaga jaminan atas Konosemen? Berikut akan diulas
mengenai penjaminan Konosemen menggunakan kedua lembaga jaminan
tersebut.

2.5.2 Konosemen Sebagai Obyek Jaminan Gadai

Konosemen diterbitkan ddam bebergpa lembaran asli yang dapat
diperdagangkan. Pada dasarnya setigp Konosemen mempunya sifat dgat
diperdagangkan dan karenanya dapat dijaminkan, baik itu atas nama, atas tunjuk,
maupun aas bawa, kecudi yang secara teges disebutkan tidak dapat
diperdagangkan. Jadi Konosemen yang dapat dijadikan obyek jaminan hanyaah
Konosemen yang bersifat dapat diperdagangkan, sebab jika suatu Konosemen
dijaminkan dan kemudian akan dieksekusi dengan penjudan ldang misalnya,
makadalam lelangitu terjadi perdagangan atas K onosemen.
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Sebaga obyek jaminan gadai, maka Konosemen harus diletakkan di
bawah penguasaan penerima gadai. Dadam hd Konosemen tersebut diterbitkan
sebaga aas nama, maka penyerahan Konosemen tersebut dilakukan dengan
membuat akta cessie, dan cessie ini harus diberitahukan kepada pengangkut atau
pengangkut turut menandatangani akta cessie tersebut. Pemberitahuan disini
cukup dilakukan dengan pos tercatat. Jikapengangkut tidak diberitahukan periha
penggadaian ini, maka nantinya Konosemen tersebut tidak dapa dieksekusi,
karena pengangkut tidak terikat terhadap pengalihan tersebut. Jika Konosemen
tersebut diterbitkan atas tunjuk maka penggadaiannya dilakukan dengan
meny erahkan Konosemen tersebut dan juga endossemen. Endossemen ini penting
daam rangka eksekusi nantinya jika debitur lalai /wanprestasi. Jika Konosemen
diterbitkan atas bawa meka penyerahannya adaah dengan penyerahan nyata
K onosemen tersebut.

Kendati undang-undang tidak menentukan gadai dibuat daam suatu
formalitas tertentu, hendaknya gada dibuat dalam bentuk tertulis sekalipun hanya
dibawah tangan. Ha ini untuk memudahk an pembuktian bahwa peny erahan benda
gadal tersebut dilakukan sebaga jaminan sg a dan bukan peny erahan kepemilikan.

Gada hapus antara lan karena musnahnya benda gadai. Daam ha
K onosemen sebagai obyek gadal, apakah musnahnyabarang muatan karena suatu
musibah di laut menyebabkan hapusnya gadai meskipun Konosemennya masih
berada di tangan penerima gadai? Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu periha
penjaminan Konosemen ini. Dadam ha Konosemen sebaga benda jaminan,
gpakah yang dijaminkan Konosemennya dalam arti hak tuntutan penyerahan
barang muatan, ataukah pada hakekatnyayang dijaminkan addah barang-barang
muatan y ang tercantum dal am K onosemen?

Ddam Konosemen kedua ha tersebut tidek dapat dipisahkan,
menjaminkan Konosemen berarti juga menjaminkan barang-barang muatan yang
tercantum di ddamnya, sebab berbeda dengan piutang yang memberikan hak
tagh atas jumlah uangtertentu, jumlah uangtersebut bagaimanapun dapat ditagh
dan bahkan dijamin dengan segda kebendaan debitur. Ddam Konosemen
manakala terjadi sesuatu bahaya di laut yang menyebabkan barang muatan

musnah, maka Konosemen sudah tidak mempunya nila ekonomis lag.
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Pengangkut tidak dapat dipersalahkan atas hd tersebut kecudi hal itu terjadi
akibat keddaannya Untuk itu sdigp pengangkutan laut dilengkapi dengan
asuransi, untuk menutup kerugian bilaterjadi sesuatu di luar kekuasaan manusia
Berdasarkan hal tersebut Penulis berpendapa, ddam penggedaian Konosemen
hendaknya turut digadaikan juga asuransinya, agar jika terjadi sesuatu pada
barang muatan, penerima gadai tetap mempunya jaminan atas piutangny a

Dadam hd terjadi suatu keadsan memaksa yang mengekibatkan barang
muatan musnah dan barang tersebut tidak dilindungi asuransi, maka Konosemen
tersebut tidek mempunya nila lag sebab pemegang Konosemen tidak
mempunya hak lag untuk menuntut peny erahan barang Keadaan demikian dapat
dikatakan bahwa Konosemen musnah, dan karenanya gedai atas Konosemen

tersebut hgous.

2.5.3 Konosemen Sebagai Obyek Jaminan Hdusia

Schagamana dalam gada, Konosemen yang dapat dijaminkan dalam
fidusia hany dah K onosemen yang dapat diperdagangkan. Jika sebuah K onosemen
diterbitkan sebaga tidak dapat diperdagangkan, maka jika Konosemen tersebut
dijaminkan eksekusinyatidak dapat dilaksanakan.

Dadam jaminan fidusia, obyek jaminan tetap berada di bawah penguasaan
pemberi fidusia, dalam ha ini add ah pemegang K onosemen. Pembebanan fidusia
dilakukan dengan membuat akta jaminan fidusia yang memuat secara lengkap
perihd Konosemen tersebut dibuat atas nama, aas tunjuk, atau aas bawa, dan
juga nomor serta tangga Konosemen, nama perusshaan peayaran, dan nama
kapa. Selain itu perlu juga dicantumkan tentang pengirim, peabuhan muat, dan
pelabuhan bongkar. Hal-hd tersebut diperlukan untuk mempermudah identifikasi
barang muatan y ang dimaksud, dd am hd ini kepentingan penerimafidusia adalah
jikaterjadi sesuatu dengan barang muatan tersebut.

Dadam aktatersebut juga perlu disebutkan dengan tegas perihd pemberian
jaminan fidusia dilakukan berikut juga dengan asuransi atas barang muatan.
M eskipun dalam hd ini yang dijadikan jaminan fidusia addah Konosemennya,
akan tetapi seperti disebutkan sebelumny a bahwa penjaminan Konosemen berarti
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jugamenjaminkan barang muatan karenanila ekonomis suatu K onosemen adalah
terletak padanila barang muatan.

Untuk pembebanan jaminan fidusia atas Konosemen aas namatidak perlu
dilakukan pembuatan aktacessie dan jugatidak diperlukan pemberitahuan kepada
pengangkut, sebab dengan pendaftaran fidusia semua orang dianggap tahu. Untuk
Konosemen aas tunjuk juga tidek diperlukan endossemennya karena
pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan penguasaan aas Konosemen
tersebut tegp berada pada pemberi fidusia Untuk Konosemen atas bawa juga
tidak perlu dilakukan dengan penyerahan Konosemen tersebut kepada penerima
fidusia

Sd anjutny a akta pemberian jaminan fidusia tersebut didaftarkan di kantor
pendaftaran fidusia Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan ketentuan
bahwa jaminan fidusia didaftarkan di tempat kedudukan pemberi fidusia. Hal ini
berkaitan dengan peaksanaan penuntutan pembayaran dadam ha debitur
wanpredasi. Untuk itu akta jaminan fidusia juga harus dibuat menurut ketentuan
negara tempat kedudukan pemberi fidusia, karena tidek mungkin akta jaminan
fidusia dibuat berdasarkan hukum suatu negara didaftarkan di negara lain,
berkaitan juga dengan bahasa yang digunakan daam pembuatan akta. Dengan
didaftarkannya fidusia di suatu negara, maka pelaksanaan eksekusinya pun harus
dilakukan di negara tersebut. Ha ini mengingat sertifikat jaminan fidusia yang
dipersamakan dengan putusan pengadilan, dimana putusan pengadilan suatu

negaratidak dapat dieksekusi di negaralan.

2.6.3 Eksekus atas Konosemen

Jika debitur lda dalam medunasi hutangnya tentu eksekusi atas
Konosemen tersebut akan dilaksanakan oleh kreditur untuk mengambil pelunasan
aas piutangnlya. Pemegang jaminan agpapun oleh undangundang tidak
diperbolehkan menjadi pemilik jaminan secara otomatis jika debitur laa, karena
pada umumnya nilai jaminan selalu lebih besar dari nila pinjaman yang dijamin.
Untuk itu perlu dilakukan eksekusi dengan jdan penjulan di mukaumum (lelang)

atau cara-cara penjualan lain yang disepakati oleh pihak dan dibenarkan undang
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undang, dengan tujuan mendapatkan harga terbaik sehingga menguntungkan para
pihak.

Pemegang gada maupun fidusia atas Konosemen memiliki hak untuk
melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri tanpa melaui pengadilan. Daam
gada hak ini diberikan oleh Pasa 1155 KUH Perdata, sepanjang tidak telah
ditentukan lain oleh para pihak. Sedangkan daam fidusia hak ini diberikan oleh
undang-undangjaminan fidusiadan pencantuman titel eksekutorial pada sertifikat
jaminan fidusia Hak ini berkaitan juga dengan kedudukan mendahului dari
kreditur pemegang jaminan. Dari hasil eksekusi tersebut pemegang jaminan
mempuny a hak untuk terlebih dahulu mengambil pelunasan atas piutangnya. Hak
ini diberikan undang-undang sepanjang gadai dan fidusia atas barang tersebut
telah dilakuk an sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Daam gada maupun fidusia, eksekusi harus dilakukan di negaratempat
perjanjian gadai dan fidusia itu dibuat. Daam gada tidak ada ketentuan bahwa
gada harus dibuat berdasarkan hukum negara tempat kedudukan pemberi gada
atau di tempat kedudukan penerima gadai, karena dalam gadai benda jaminan
berada di tangan penerima gadai, sehingga dadam hd terjadi debitur wanprestasi
pemegang gadal dapat dengan mudah melaksanakan eksekusi. Pemberian gadai
dapat dilakukan di manasgadan parapihak bebas menentukan hukum manayang
digunakan sehubungan dengan pemberian gadai tersebut. Sebagaimana dijelaskan
sebeumny a bahwa gedai adalah diperjanjikan, dan sebagai perjanjian para pihak
bebas untuk tunduk pada hukum manapun yang disepakati parapihak. Yang bebas
diperjanjikan disini hanyaah penundukan hukumnya bukan syarat dan ketentuan
gadanya Jika para pihak tdah sgpakat untuk menggunakan hukum Indonesia
ddam pemberian gadainya, maka ketentuan yang berlaku adalah sebagamana
tercantum daam KUH Perdata, para pihak tidak dapa menyimpang ketentuan-
ketentuan ddam KUH Perdata

Karenasuatu gedai telah dilakuk an dengan penundukan pada hukum suatu
negara, maka eksekusinya juga harus dilakukan berdasarkan hukum negara itu
kendati tidak harus di lakukan di negara tersebut. Pemegang Konosemen yang
berhak berdasarkan hasil eksekusi kemudian dapat menuntut pengangkut untuk
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menyerahkan barang muatan di negara managpun pedabuhan tujuan dari
pengangkutan itul.

Daam fidusia ditentukan bahwa fidusia didaftarkan di tempat kedudukan
pemberi fidusia, dengan demikian pembebanan jaminan fidusia atas K onosemen
dilakukan berdasarkan hukum tempat kedudukan pemberi fidusia Jika aturan
hukum di negara tempat kedudukan pemberi fidusia mengharuskan pemberian
fidusiada am bentuk otentik oleh pgabat yang berwenang, maka penerimafidusia
harus datang ke negara tempat kedudukan pemberi fidusia Sebaga contoh,
pemberi fidusia berkedudukan di Jakarta, Indonesia dan penerima fidusia
berkedudukan di Kuala Lumpur, M alay sia, bertemu di pusat perdagangan timah di
Sngapura dan sepakat untuk mengadakan perjanjian hutang piutang dengan
jaminan Konosemen pengangkutan timah dari B élitung dengan tujuan peabuhan
bongkar di salah satu negara eropa Karena pendaftaran jaminan fidusia harus
dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia, sedangkan penerimafidusiatidak
mempuny a perwakilan di Jakarta, maka penerimafidusiaharus datang ke Jakarta
dan membuat akta jaminan fidusia di hadgpan notaris, dan kemudian
mendaftarkannya di kantor pendaftaran fidusia Ha ini tentu merepotkan bag
penerimafidusia

Sdanjutnya eksekusi atas jaminan fidusia juga harus dilakukan
berdasarkan hukum tempat kedudukan pemberi fidusia, dan bahkan harus
dilakukan di negara tempat kedudukan pemberi fidusia Hd ini dikarenakan
sertifikat jaminan fidusiamempunya titel eksekutoria, dengan demikian sertifik at
jaminan fidusia dipersamakan dengan putusan pengadil an, dan putusan pengadilan
suatu negara tidak dapat dilaksanakan di negara lain. Ha ini penting mengingat
ddam fidusia benda jaminan tetap berada di tangan pemberi fidusia Jika debitur
ldai dan pemberi fidusia tidak mau menyerahkan Konosemen yang dijadikan
jaminan, maka diperlukan bantuan lembaga yang berwenang untuk memaksa
pemberi fidusia menyerahkan Konosemen tersebut, meskipun Konosemen
tersebut tidak beradadi negaratempat kedudukan pemberi fidusia.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa menjaminkan Konosemen berarti
juga menjaminkan barang muatan yang tercantum di dalamnya sesua dengan

ketentuan Pasd 517a KUH Dagang yang menyebutkan bahwa penyerahan
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Konosemen sebelum penyerahan barang tersebut oleh pengangkut berarti juga
meny erahkan barang-barang yang tercantum di ddamnya Dengan demikian
menjual Konosemen sama dengan menjual barang yang tercantum daam
Konosemen. Untuk itu berdasarkan Pasd 1155 dinea kedua KUH Perdata,
eksekusi atas Konosemen yang memuat barangbarang yang biasa
diperjuabeikan di bursa, dapat dilakukan dengan menjua Konosemen tersebut di
bursa. Misanya Konosemen atas pengangkutan sepuluh ribu ton kopi, dapat
dilakukan di bursa berjangka komoditi. Undang-undang jaminan fidusia juga
memungkinkan cara penjuadan mealui bursa seperti ddam KUH Perdata, akan
tetgpi hanyadapa dilakukan di bursadalam negaratempat fidusia didaftarkan.
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BAB 3
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN

Satelah mdakukan serangkaian penditian untuk mendapatkan jawaban
atas pokok permasaahan yang diangkat ddam tesis ini, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Konosemen sebagai sebuah perikatan yang memberikan hak kepada
pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang bergerak, oleh undang
undang dianggap sebagai benda bergerak. Sdan itu Konosemen juga bernil a
tuntutan sgumliah uang Bagi pengrim yang biasanya adadah penjudl,
Konosemen bernilai tuntutan sgumlah uang atas pembay aran barang-barang
yang dikirimnya, sedangkan bag penerima yang biasanya adalah pembdli,
Konosemen bernilai tuntutan sgumlah barang yang tercantum dalam
Konosemen tersebut. Sebaga benda bergearak yang mempunya nila
ekonomis, tentunya Konosemen dapat dibebankan hak jaminan. Ddam
pembahasan mengena Konosemen perlu dibedakan antara pengdihan
(transferability) dan perdaganganny a (negotiability). Konosemen yang benil ai
tuntutan pembayaran sgumlah uang disebut Negotiable Bill of Lading,
sedangkan Konosemen yang bernila sebaga tuntutan sgumlah barang disebut
Transferable Bill of Lading. Konosemen yang berada di tangan pengrim baru
bernilai uang jika sudah diperdagangkan (negotiated), sebelum
diperdagangkannya Konosemen tersebut hanya berfungsi sebaga surat
angkut.

2. Lembaga jaminan gadai dan jaminan fidusia dapat digunakan untuk
menjaminkan Konosemen. Akan tetapi perlu diperhatikan aspek-aspek hukum
terkait dengan lembaga mana yang lebih menguntungkan baik untuk debitur
maupun  kreditur sehubungan dengan pembebanan Konosemen ini.
Pembebanan Konosmen dengan gada dapat dilakukan dengan lebih mudah
tanpa harus melakukan formadlitas tertentu. Daam ha Konosemen diterbitkan
atas nama, maka pembebanan gadainya dilakukan dengan memberitahukan

perihad penggadaian tersebut kepada pengangkut. Pemberitahuan ini dil akukan
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melalui pos tercatat. Pembebanan gada ini tidak terhalang oleh batas negara
dan dapa dilakukan dimana sga. Pemberi gada dan penerima gedai dapat
menyepakati untuk tunduk pada suatu hukum negara tertentu. Untuk
Konosemen atas unjuk, pembebanan gadai dilakukan dengan penyerahan
Konosemen tersebut dan endossemen. Endossemen ini diperlukan agar daam
hal debitur wanprestasi, maka hak turtutan penyerahan barang ddam
Konosemen dapat didihkan sendiri oleh penerima gadai kepada pihak yang
berhak berdasark an eksekusi. Selanjutny a pemegang K onosemen yang berhak
berdasarkan eksekusi dapat menuntut penyerahan barang muatan kepada
pengangkut. Lembaga jaminan fidusia juga depa digunakan untuk
membebankan jaminan atas K onosemen. Akan tetapi lembaga jaminan fidusia
memiliki bebergpa keterbatasan daam pembebanannya maupun daam
eksekusinya Jaminan fidusia harus didaftarkan di tempat kedudukan pemberi
fidusia, yang artinya pembebanan jaminan fidusia juga harus dilakukan
menurut hukum negara tempat kedudukan pemberi fidusia Untuk itu jika
penerima fidusia tidak berkedudukan di negara yang sama dengan pemberi
fidusia, maka ia harus datang ke tempat kedudukan pemberi fidusia untuk
membuat akta pembebanan jaminan fidusia dan kemudian mendaftarkannya
Hal ini tentunyamerepotkan bag penerima fidusia Eksekusi atas Konosemen
berarti juga penjuaan atas barang-barang yang tercantum dalam Konosemen
tersebut. Untuk itu jika barang muatan yang tercantum dalam Konosemen
tersebut merupakan barang-barang yang biasa diperdagangkan daam suatu
bursa, maka eksekusi penjudan Konosemen tersebut dgpat dilakukan di bursa

tempat biasanya barangbarang muatan dadam Konosemen tersebut

diperdagangkan.

3.2 SARAN
Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini dan jawaban atas
permasaahan tersebut, dalam hal ini Penulis memberikan saran sebaga berikut:
1. Lembaga jaminan yang sudah ada di Indonesia sudah cukup bak dan
cakupanny a sudah sanget luas dengan adany a undang-undang jaminan fidusia

yang dapat digunakan untuk menjaminkan segala kebendaan yang tidak dapat
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dibebankan gada, hipotik, dan hak tanggungan. Karenanya tidak diperlukan
lembaga jaminan khusus untuk membebankan jaminan terhadap Konosemen.
Berkaitan dengan itu kiranya pemerintah perlu dengan segera mendirikan
kantor pendaftaran fidusia hingga ke pelosok tanah ar agar pendaftaran
fidusia dagpat dilakukan dengan lebih mudah, murah, dan terjangkau oleh
seluruh lapisan masy araket.

2. Perusahaan pelayaran dalam negeri perlu meny esuaikan diri dengan kemajuan
tekonolog informasi dimana saat ini di bebergpa negara sudah mula
ditergpkan eectronic bill of lading, kiranya perundang-undangan di Indonesia
jugasudah memungkinkan penergpan electronic bill of lading tersebut dengan
diberlakuk anny a Undang-undang Infor masi dan Transaksi Elektronik.
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